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RESUME HASIL AUDIT 
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

 

Kegiatan : Penilikan Ke-1 (Kesatu) 

Sasaran Kegiatan : PT Daya Maju Lestari 

Alamat Kantor : Autograph Tower Lantai 8, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. 
Thamrin No. 10, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah 
Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 

Nomor Izin 
Berusaha 

: 8120008862848 tanggal 24 Agustus 2018 

Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan 
Produksi  

SK PBPH : SK. 568/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3  September 
2021 

Luas dan Lokasi 
Areal PBPH 

 ± 54.405   Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara 
dan Mahakam Ulu Timur Provinsi Kalimantan Timur 

Nomor S-PHL : 059.S-PHL.017 

Tanggal Pelaksanaan 
Audit : 7 - 14 Mei 2025 

Metode :  On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH) 

Standar Acuan : a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi sesuai 
Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ 
PPHH/HPL.3/12/2022 

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai 
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ 
BPPHH/HPL.3/12/2022. 

Susunan Tim Audit : a) Ir. Kuntiyadi. (Auditor PHL Produksi / Ketua Tim Audit) 
b) Sasmita Munandari, S.Hut., (Auditor PHL Prasyarat) 
c) Bayu Satria Pramana, S.Hut.  (Auditor PHL Ekologi dan 

VLHH Kayu) 
d) Ardi Kusatrianto, S.Sos.. (Auditor PHL Sosial)  

Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen 

: LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 

 

 

 



 
 

Halaman 2 dari 61 
 

F1-02.15 Rev.1 

 

1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  

1.1. DASAR  

a) Surat tugas tim audit No. 14/017/ST/PHL-P1/DML/04.2025 tanggal 10 April 2025  

b) Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan 
Penilikan Ke-1 pada PBPH PT Daya Maju Lestari di website SILK dan LPVI Trustindo 
Prima Karya, ditayangkan tanggal 22 April 2025 

c) Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) No. 
S.104/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/04/2025 TANGGAL 23 April 2025  

d) Audit Plan Kegiatan Penilikan Ke-1 (Kesatu) Pada PT Daya Maju Lestari dibuat dan 
disampaikan ke auditi  tanggal 17 April 2025 
 
 

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  

a) 
 

Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah sebelum 
penilaian lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 
a) BPHL Wilayah XIII Samarinda, tanggal 7 Mei 2025 

di Kota Samarinda - Kalimantan Timur 
b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 7 

Mei 2025 di Kota Samarinda - Kalimantan Timur 

b) Rapat Konsultasi Publik : - 

c) Pelaksanaan audit 
lapangan 

: Lokasi areal PBPH PT Daya Maju Lestari di Kab. 
Kutai Barat, Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara 
Prov. Kalimantan TImur 

Pertemuan pembukaan : Tanggal 8 Mei 2025 

Verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan 

: Tanggal 8 s.d 12 Mei 2025 meliputi audit pemenuhan 
: 
1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing 

untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan 
Sosial; dan 

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH. 

Pertemuan Penutupan : Tanggal 12 Mei 2025 

4. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 
a) BPHL Wilayah XIII Samarinda, tanggal 14 Mei 

2025 di Kota Samarinda  – Kalimantan Timur  
b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 

tanggal 14 Mei 2025 di Kota Samarinda - 
Kalimantan Timur 
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2. RESUME HASIL AUDIT  
2.1. PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL : 
 

1. ASPEK PRASYARAT 
Indikator 1.1 : 

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 
 
 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata 
Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi 
Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Dokumen PBPH :  

 SK PBPH sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan No.101/KPTS-
II/2000 tanggal 26 Desember 2000 pada areal seluas ±73.625 Ha atas 
nama PT Marimun Timber & Industries dan berlaku selama 20 tahun sejak 
tanggal 22 Maret 1999 sampai dengan 21 Maret 2019. Surat Keputusan 
tersebut telah diubah dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.96/Menhut-
II/2012 tanggal 07 Februari 2012 yang mengubah sepanjang menyangkut 
Badan Hukum Perusahaan menjadi PT Daya Maju Lestari. 

 Pada tahun 2019 PT Daya Maju Lestari mendapatkan izin perpanjangan 
sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor: SK.187/MenLHK/Setjen.HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 
tentang Perpanjangan PBPH Kepada PT Daya Maju Lestari Atas Areal 
Hutan Produksi Seluas ±54.405 Ha Hektar di Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi 
Kalimantan Timur. Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1:100.000 sebagai 
lampirannya yang telah ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya. SK PBPH PT Daya Maju Lestari seluas 
±54.405 Hektar terdiri dari 3 Blok dengan luas masing-masing Blok I 
seluas ±30.730 Ha, Blok II seluas ±10.330 Ha, dan Blok III seluas ±13.345 
Ha. SK berlaku untuk jangka waktu 30 tahun mulai tanggal 21 Maret 2019 
sampai dengan 20 Maret 2049. 

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.568/MenLHK/Setjen/ HPL.0/9/ 2021 tanggal 03 September 2021 
tentang perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan SK.187/MenLHK/Setjen.HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 
2019 tentang Perpanjangan PBPH Kepada PT Daya Maju Lestari Atas 
Areal Hutan Produksi Seluas ±54.405 Ha di Kabupaten Kutai Barat, 
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten  Mahakam Ulu Provinsi 
Kalimantan Timur. Pada Adendum ini ditetapkan perubahan sepanjang 
menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam. 

 Pada tahun 2018, PT Daya Maju Lestari telah mendapatkan SK Penetapan 
Areal sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.291/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2018 tanggal 29 Juni 
2018 tentang Penetapan Areal Kerja PBPH Kepada PT Daya Maju Lestari 
(d/h. PT Marimun Timber & Industries)  Seluas 70.593,21 Ha di Kabupaten 
Kutai Barat dan Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. Namun 
demikian dengan adanya perubahan luas areal menjadi seluas ±54.405 
Ha sesuai dengan izin perpanjangan No. 
SK.187/MenLHK/Setjen.HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019, maka 
penataan batas menjadi terbuka kembali dan tidak temu gelang. 
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Dokumen Administrasi Tata Batas :  
Dokumen tata batas telah lengkap sesuai dengan realisasi tata batas.  
 
Dokumen Legalitas Perusahaan :   
 Akta Pendirian Perusahaan No. 140 tanggal 18 Juli 2008 yang telah 

mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia No. AHU-58881.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 04 
September 2008. 

 Akta Perubahan Terakhir No. 55 tanggal 20 September 2024 oleh Notaris 
Darmawan Tjoa, S.H. yang telah mendapatkan pengesahan sesuai 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-Ah.01.09-0253837 tanggal 
20 September 2024 dengan Daftar Perseroan No. AHU-
0200298.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 20 September 2024. 

 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120008862848 tanggal 24 
Agustus 2018 (Perubahan ke – 4 tanggal 1 Desember 2023) yang 
diterbitkan oleh OSS. 

 NPWP 02.679.941.1-031.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta 
Tanah Abang Dua dan terdaftar tanggal 25 Agustus 2008. 

2. Verifier 1.1.2  Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada tahun 2018 PT Daya Maju Lestari telah mendapatkan SK penetapan 
areal kerja hasil tata batas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sesuai dengan Keputusan No. 
SK.291/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 dengan areal 
seluas 70.593,21 Ha. 

Tata Batas yang telah direalisasikan sebelumnya pada blok I sepanjang 
111.237,80 m dengan dokumen TBT berupa : 

 TBT No. 185 tahun 1982 sepanjang 72.693,90 meter merupakan batas 
persekutuan dengan PT Inhutani I 

 TBT No. 1139 tahun 1996 sepanjang 34.724,64 meter merupakan batas 
persekutuan dengan PT Jatitrin dan PT Inhutani I dan batas sendiri 

 TBT No. Lap. 03/BPKH IV-2/2014 sepanjang 3.819,26 meter merupakan 
batas sendiri. 

Sedangkan pada Blok II sebelumnya telah direalisasikan sepanjang 
128.255,39 meter dengan dokumen TBT berupa Lap.04/BPKH IV-2/2014 
yang merupakan batas persekutuan dengan PT Dharma Putera Wahana 
Pratama, PT Sumalindo Lestari Jaya V dan KSU Mayang Putri Prima.  

Namun demikian dengan adanya perubahan luas areal menjadi seluas 
±54.405 Ha sesuai dengan izin perpanjangan No. 
SK.187/MenLHK/Setjen.HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019, maka 
penataan batas menjadi terbuka kembali dan tidak temu gelang khususnya 
di blok II dan blok III.  

PT Daya Maju Lestari telah melakukan pemeliharaan batas yang dibuktikan 
dengan BA pemeliharaan batas dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan di 
lapangan.  

Pengecekan batas di lapangan dilakukan pengecekan oleh auditor dengan 
hasil kondisi pal batas di lapangan dapat terlihat dengan jelas, jarak pal 
batas satu dengan yang lain ditandai dengan adanya polet tiga pada pohon 
sebagai tanda rintisan, dan kondisi pal dalam kondisi baik.  
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3. Verifier 1.1.3 : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan 
KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Daya Maju Lestari telah menyampaikan laporan identifikasi kegiatan di 
luar sektor Kehutanan dalam areal kerja PT Daya Maju Lestari kepada Dirjen 
PHL Kementerian LHK sesuai dengan Surat Direktur No. 
008/DML/LGL/JKT/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang berisi matrik isian 
kegiatan di luar sektor Kehutanan yaitu : 
 Perizinan penggunaan jalan provinsi sepanjang 19,3 km atau seluas 23,2 

ha sesuai Surat Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi 
Kalimantan Timur No. 602/18/PPTK/PEMB.JL/SL-SP.ABIT/IX/2013 
tanggal 20 September 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 
jalan Sakaq Lotoq – Sp.– Kahala Kota Bangun.  

 PPKH PT Fajar Sakti Prima terkait izin pinjam pakai kawasan hutan untuk 
kegiatan pembangunan jalan khusus angkutan batubara seluas ± 376,50 
ha. PPKH PT Fajar Sakti Prima telah memiliki izin No. 
SK.829/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang 
diterbitkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
seluas 123,75 ha  

 Rumah Warga di Sei Ruang – Desa Enggelam (Pemukiman) seluas 10,7 
ha  

Kegiatan penggunaan di luar skeman kehutanan telah dilaporkan ke instansi 
terkait oleh PT Daya Maju Lestari.  

4. Verifier 1.1.4  Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Tertimbang : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan PIC Prasyarat, 
teridentifikasi klaim masyarakat berupa perladangan, perkebunan (sawit) 
dan pemukiman di dalam kawasan PT Daya Maju Lestari dengan luasan ± 
3.713,17 ha.  
Penguasaan Areal Kerja PT Daya Maju Lestari :  

Jenis Klaim dan 
Penggunaan 
Areal di Luar 

Skema 
Kehutanan  

Luas (ha)  

Luas Areal 
Kerja 

sesuai Izin 
(ha) 

Penguasaan 
Areal Kerja 

(ha) 

Penggunaan 
Jalan Provinsi  

± 23,2 

± 54.405 92,70 % 
 

Penggunaan 
Jalan Koridor 

untuk PT Fajar 
Sakti Prima  

± 226,65 

Kampung Sei 
Ruang – Desa 

Enggelam  

± 10,7  

Klaim 
masyarakat  

± 3.713,17  

Jumlah  ± 3.870,82 
 

Nilai Kinerja Indikator 
1.1 

: 16/18x100 % = 88,89 % (BAIK)   
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Indikator 1.2 : 
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan 
tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Daya Maju Lestari telah memiliki pernyataan Visi dan Misi Perusahaan 
yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan tanggal tanggal 10 
Oktober 2018, namun pada saat audit Penilikan – 1 dilaksanakan terdapat 
perubahan visi misi dan telah disahkan pada tanggal 05 Februari 2024 
oleh Direktur Utama Perusahaan. 

 PT Daya Maju Lestari telah melakukan kegiatan sosiaslisasi visi misi 
kepada karyawan perusahaan, mitra Kerjasama, dan masyarakat desa 
terdampak namun kegiatan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh 
selama periode audit.  

2. Verifier 1.2.2  Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/Nilai Tertimbang :2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Sebagian besar misi PT Dayu Maju Lestari telah terdapat kegiatan 
implementasinya di lapangan dengan kondisi ada yang sudah tercapai dan 
ada pula yang sedang dalam proses terus dilakukan secara kontinu sesuai 
jadwal perencanaannya. 
PT Daya Maju Lestari telah memiliki sumber daya peralatan, prasarana dan 
struktur organisasi pelaksana yang memadai untuk merealisasikan seluruh 
kegiatan dalam rangka perwujudan visi dan misi perusahaan.   

Nilai Kinerja Indikator 
1.2 

: 6/9x100% = 66,67 % (SEDANG)  

 

Indikator 1.3 : 

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan 
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan 

pengelolaan hutan lestari. 

 

1. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin 
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Tertimbang : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Daya Maju Lestari telah memiliki Struktur Organisasi yang telah 
mendapatkan pengesahan dari Direktur yang dilengkapi dengan Job 
Description. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa Job Description telah sesuai dengan 
Struktur Organisasi dan telah sesuai dengan simpul/kerangka PHL. 

2. Verifier 1.3.2 
 
 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, 
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan 
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BURUK/ Nilai Tertimbang : 1 x 2 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Daya Maju Lestari telah memiliki karyawan kehutanan (SMK, D3, S1) 
yang telah dilengkapi dengan SK Karyawan.  

 PT Daya Maju Lestari memiliki GANIS PH CANHUT sebanyak 1 personil 
yang masih aktif, namun perusahaan belum memiliki GANIS PH BINHUT, 
KURPET, NENHUT, dan PKB. 
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 PT Daya Maju Lestari telah melakukan permohonan diklat GANIPH 
kepada APHI Komisi Daerah Kalimantan Timur – Samarinda sesuai surat 
No. 008/DML-HR&GS/EKS/X/2024 tanggal 06 November 2024 untuk 
kebutuhan GANIS PH KURPET (1 orang), GANIS PH CANHUT (2 orang), 
GANIS PH BINHUT (3 orang), dan GANIS PH PKB (4 orang). 

3. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

:  Realisasi pelatihan/peningkatan kompetensi SDM karyawan tenaga 
profesional kehutanan dan tenaga teknis PH tahun 2023 dan tahun 2024 
PT Daya Maju Lestari mencapai 72,11%, namun kegiatan peningkatan 
kompetensi belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan 
simpul PHL.  

 Seluruh kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi telah dilengkapi 
dengan dokumen perencanaan dan dokumen legalitasnya. 

4. Verifier 1.3.4 
 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang 
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan 
dan tenaga lain) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, seluruhnya 
merupakan tenaga tetap PBPH PT Daya Maju Lestari dan telah :  
 Tercatat dalam pembayaran BPJS Ketenagakerjaan; dan 
 Terpelihara dokumen legalitas dan pemenuhan persyaratan 

kompetensinya, seperti sertifikat pelatihan, Kartu GANISPH, Persetujuan 
Penugasan, SK Penempatan GANISPH, dan Sertifikat Uji Kompetensi, 
dan SK Karyawan 

Nilai Kinerja Indikator 
1.3 

: 15/21x100 % = 71,43 % (SEDANG)  

 

Indikator 1.4 : 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan P  emantauan Periodik,Pelaporan 
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P 

emegang PBPH Hutan Produksi 
 

1. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Tertimbang : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Daya Maju Lestari telah membangun dan memiliki sistem informasi 
berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen, dan 
telah beroperasional secara efektif dan telah dilengkapi dengan personil 
penanggung jawab sesuai SK Direksi. 

2. Verifier 1.4.2  Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Daya Maju Lestari telah menunjuk pengurus SPI sesuai SK Direksi 
 PT Daya Maju Lestari telah melakukan kegiatan internal audit selama 

periode audit di seluruh simpul PHL dan berjalan efektif dalam mengontrol 
pelaksanaan kegiatan.  

3. Verifier 1.4.3 
 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi. 

Bobot : 2 
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NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Hasil internal audit telah terlaksana sebagian tindakan koreksi dan 
pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi. 

4. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik 
kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Daya Maju Lestari telah memiliki personal yang ditunjuk untuk 
mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditunjuk sebagai berikut :  

No. SIM KHLK Surat Keputusan Direktur Keterangan 
1 SIPASHUT  No. 006/DML/LCS/I/2025 

tanggal 03 Januari 2025  
Pelaporan belum 
tertib  

2 SIGANISHUT  No. 001/DML/LCS/I/2025 
tanggal 03 Januari 2025 

Pelaporan tertib 

3 SIPONGI  No. 003/DML/LCS/I/2025 
tanggal 03 Januari 2025 

Pelaporan tertib  

4 SIPUHH  No. 002/DML/LCS/I/2025 
tanggal 03 Januari 2025  

Pelaporan tertib  

5 SIMPEL  No. 004/DML/LCS/I/2025 
tanggal 03 Januari 2025 

Pelaporan tertib  

6 SIPNBP  No. 005/DML/LCS/I/2025 
tanggal 03 Januari 2025  

Pelaporan tertib 
 

Nilai Kinerja Indikator 
1.4 

: 17/21x100 % = 80,95 % (BAIK)  

 

 

 

 

 

Indikator 1.5 : 

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

 
1. Verifier 1.5.1 

( Bobot : 2 ) 
: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan 

pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi 
kandungannya. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

:  PT Daya Maju Lestari telah membuat RKTPH tahun 2023, 2024, dan tahun 
2025 secara self approval dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan.  

 PT Daya Maju Lestari memiliki desa binaan yaitu Desa Abit, Desa 
Sakalotoq, dan Desa Enggelam. Kegiatan sosialisasi RKTPH telah 
dilaksanakan namun kegiatan tersebut belum menyeluruh di desa binaan.  

2. Verifier 1.5.2  Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT 
berjalan. 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Daya Maju Lestari telah menetapkan kawasan lindung sesuai SK Direksi 
No. 002/DML-SK-ADM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dengan uraian sebagai 
berikut :  
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Kawasan Lindung 
Blok I 
(ha) 

Blok II dan 
III (ha) 

Total 
(ha) 

Sempadan Sungai  2.962 - 2.962 
Buffer Zona Hutan Lindung  (HL)  - 1.970 1.970 
Kawasan Kantong Satwa (KS)  - 224 224 
Kawasan Konservasi In situ (KI) - 953 953 
Kawasan Pelestarian Plasma 
Nutfah (KPPN)  

- 594 594 

Total 2.962 3.741 6.703 
PT Daya Maju Lestari memiliki desa binaan yaitu Desa Abit, Desa Sakalotoq, 
dan Desa Enggelam. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung telah 
dilaksanakan namun kegiatan tersebut belum menyeluruh di desa binaan.  

Nilai Kinerja Indikator 
1.5 

: 6/9x100% = 66,67 % (SEDANG) 

 

2. ASPEK PRODUKSI 

Indikator 2.1 : 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

 
1. Verifier 2.1.1  

 
: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui 

oleh pejabat yang berwenang. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Daya Maju Lestari telah memiliki dokumen RKUPH periode 
berjalan tahun 2019 – 2028 yang telah mendapatkan pengesahan 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 
nomor SK. 9569/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 
2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan PBPH 
HP Periode Tahun 2019 – 2028  a.n  PT Daya Maju Lestari  di Provinsi 
Kalimantan Timur, tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta 
dan SK Pengesahannya. 
Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Daya Maju 
Lestari  telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal 
kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan 
yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang menyebabkan RKUPH 
harus direvisi.  

2. Verifier 2.1.2  
 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan 
rencana jangka panjang. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari menyusun rencana dalam RKUPH 2019-
2028  dengan tata ruang areal kerja sebagai berikut: 

No Areal Kerja Unit I 
(Ha) 

Unit II  

(Ha) 

Total  

(Ha) 
Prosen 

(%) 

1 Kawasan Lindung     

 a. Sempadan Sungai 2.962  2962 5.45 

 b. BZ HL  1970 1970 3.62 

 c. Kantong satwa  224 224 0.41 

 d. KKI  953 953 1.75 
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e.  

 f. KPPN  594 594 1.09 

 Jumlah 2962 3741 6703 12.32 

2 Areal tdk efektif untuk 
produksi 

    

 a. Petak Ukur 
Permanen (PUP) 

113 201 314 0.58 

 b. Kebun Benih  263 263 0.48 

 c. Sarana 
Prasarana 

539 225 764 1.40 

 Jumlah  652 689 1342 2.46 

3 Areal efektif untuk 
produksi 

27.116 19.245 46.361 85.22 

 Jumlah 30.730 23.675 54.405 100.00 

 
b) Kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap sistim silvikultur pada 

usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan adalah sebagai 
berikut: 
 

Sistim silvikultur TPTI : 

Tahun 
RKT 

RKT RKU 

Kode Blok Luas Kode 
Blok 

Luas  
(Ha) 

2024 Tidak direncanakan Tidak 
direncanakan 

VI  881 

2025 Tidak direncanakan 
Tidak 

direncanakan VII 820 

berdasarkan data di atas, tidak terdapat data ketidaksesuaian letak dan 
lokasi RKT sebab tidak ada kegiatan tebangan sistem silvikultur TPTI pada 
Tahun 2024 dan 2025.  
 
Sistim silvikultur THPB :  

Tahun 
RKT 

RKT RKU Kesesuaian (%) 

Lokasi Luas Lokasi Luas Letak  Luas 

2024 D dan B 1.167,14 F 1.641 0% 0% 

2025 A 947,20 A 3.097 100% 30,58% 
berdasarkan data di atas, tidak terdapat penebangan THPB pada RKT 
2024 sedangkan pada RKT 2025 terdapat lokasi penebangan THPB yang 
sesuai dengan lokasi pada RKU yaitu pada Blok A. 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas 
Sampling 5%). 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan 
terhadap RKT 2024 

-  IS  5% atau sepanjang 870 meter; 
- Titik Koordinat : 00 1’ 47”S 1160 1’ 22”E 
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Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan 
terhadap RKT 2025 
-  IS  5% atau sepanjang 347meter; 
- Titik Koordinat : 00 6’ 6” S 1160 1’ 28” E 
Berdasarkan pengamatan lapangan, tanda batas terlihat jelas sepanjang 
trayek sampel, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran 
petak. 

Nilai Kinerja Indikator 
2.1 

: 12/12 x 100% = 100%  (BAIK)  

 

Indikator 2.2 : 

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan 
hutan, dan/atau jasa lingkungan 

 
1. Verifier 2.2.1 

 
: Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan 

hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ 
identifikasi. 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari  telah memiliki data potensi sesuai jenis 
usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa : 
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Laporan Pre Harvesting 
Inventory 

b) Dokumen IHMB meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta telah 
dievaluasi berdasarkan surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda 
Nomor S.253/BPHP.XI-2/2019  Tanggal 30 April 2019 

c) Dokumen Laporan Pre Harvest Inventory meliputi Rekapitulasi, 
tallysheet dan Peta-Peta Lampirannya. 

d) Berdasarkan pengamatan terdapat kesesuaian posisi plot di dalam 
kompartemen dan yang tercatat di dalam tallysheet, namun pada 
sebagian kompartemen terdapat ketidaksesuaian dalam 
pengukuran/pencatatan dimensi pohon.. 

 
2. Verifier 2.2.2 

 
: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis 

kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan. 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Daya Maju Lestari   telah dilakukan 
sesuai daya dukungnya, berdasarkan : 
a) volume produksi RKTPH ditentukan berdasarkan data volume pohon 

hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan (Pre Harvest 
Inventory) 

b) Realisasi produksi RKT 2023 dan 2024 tidak melampaui potensi hasil 
Pre Harvest Inventory pada sistem silvikultur THPB 

c) Pada Sistim silvikultur TPTI tidak merencanakan dan merealisasikan 
pemanfaatan hasil hutan kayu alam 

d) Namun Jatah Tebang Tahunan belum dihitung berdasarkan riap 
tegakan hasil pengukuran PUP. 

 
Nilai Kinerja Indikator 

2.2 
: 6/9 x 100% = 66,68%  (SEDANG) 
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Indikator 2.3 : 

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian 
hutan. 

 
1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 

pemanfaatan hutan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Daya Maju Lestari  telah membuat SOP untuk kegiatan usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam sistim silvikultur THPB yaitu  

- Penataan Areal Kerja 
- Pre Harvest Inventory  
- Pembukaan Wilayah Hutan 
- Pemanenan Kayu Hutan Tanaman 
- Pengadaan Bibit 
- Persiapan Areal Tanam Dan Penanaman 
- Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam 
sistim silvikultur TPTI yaitu  

- Penataan Areal Kerja 
- Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan 
- Pembukaan Wilayah Hutan 
- Pemanenan Kayu 
- Pengadaan Bibit 
- Penanaman/pengayaan 
- Penanaman areal non produktif dan penanaman kanan kiri jalan 
- Pembebasan pohon binaan, dan 
- Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

SOP untuk dan THPB. SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI 
tersedia lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau 
ketentuan teknis. 
 

2. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 
pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) SOP usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam belum 
seluruhnya terimplementasikan di lapangan pada tahun 2024 dan 
2025. PT Daya Maju Lestari tidak merealisasikan kegiatan pemanfaatan 
hutan pada sistim silvikultur TPTI, tidak menjalankan SOP pada sistim 
silvikultur TPTI, namun menjalankan SOP pada sistim silvikultur THPB. 

b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, terdapat 
ketidaksesuaian implementasi, masing-masing: 

- Penataan Areal Kerja, dinilai tidak sesuai karena penandaan 
blok/petak dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kemajuan operasional penyiapan lahan, 

- Nursery, dinilai tidak sesuai misalnya pada penggunaan bahan 
kimia seharusnya dengan konsentrasi 1ml/1liter air pada 
kegiatan sterilisasi tube, dan tidak dilaksanakannya 
penjarangan 50% dan 30% 

- Penyiapan lahan, dinilai terdapat ketidaksesuaian dalam 
pembentukan jalur kotor, yaitu berdasarkan wawancara 
dengan staf lebar jalur kotor maksimal 3 meter, di SOP 
maksimal 2,5 meter  

-  
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3. Verifier 2.3.3 
 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya 
alam menjamin kelestarian hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BURUK, Nilai Tertimbang : 1 x 2 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Selama periode 2 (dua) tahun terakhir PBPH PT Daya Maju Lestari  
telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumber 
daya hutan yang dimanfaatkannya hanya pada RKT 2023 dan 2024 

b) Berdasarkan laporan realisasi tanam periode tahun 2023, terealisasi 
penanaman pada sistim silvikultur THPB  seluas 699,10 Ha atau 10,89 
% dari rencana tanaman 6.418,6 Ha. Sedangkan pada tahun 2024  
terealisasi tanaman seluas 6.359,12 Ha atau 45,13 % dari rencana 
tanam 14.088,26 Ha 

c) Berdasarkan data tersebut realisasi penanaman pada tahun 2023 dan 
2024 kurang dari 50% 
 

Nilai Kinerja Indikator 
2.3 

: 9 / 15 =  60,0%   (SEDANG) 

 

Indikator 2.4 : 

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan. 

 
1. Verifier 2.4.1 

 
: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam 

usaha pemanfaatan hutan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Daya Maju Lestari  memiliki SOP penerapan teknologi ramah 
lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan 
alam dan tanaman, meliputi: 

No. JUDUL  
Tanggal 

Pembuatan/Revisi 
PEDOMAN TEKNIS 

ACUAN 
1 SOP Penerapan 

Teknologi Ramah 
Lingkungan 

17 Oktober 2022 P.8 Tahun 2021 

dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya telah 
memperhatikan karakteristik biofisik dan nilai sosial budaya masyarakat 
setempat. 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
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Ringkasan 
Justifikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu hutan alam maupun hutan tanaman, diterapkan pada sebagian 
tahap kegiatan.  Karena pada periode audit ini tidak melakukan 
kegiatan pemanenan. Penerapan SOP teknologi ramah lingkungan  
meliputi : 
 

No. Tahapan Kegiatan Bentuk Teknologi Ramah 
Lingkungan 

Lokasi 
Pemeriksaan 

1 Persemaian Penggunaan cocopeat dan 
sekam bakar 

Nursery 

2 Penyiapan lahan Penyiapan lahan tanpa bakar 
Rumpukan ditempatkan sesuai 
kontur pada medan dengan 
kemiringan  

Kompartemen 
MJE 075 RKT 
2025 

3 Penanaman Belum menggunakan pupuk 
organic/kompos pada kegiatan 
penanaman  

Kompartemen 
MJE 074 RKT 
2025 

4 Infrastruktur jalan Pembuatan sedimen pond 
untuk menampung sedimen 
erosi parit jalan. 

Jalan Utama 
pada 
koordinat 
0o5’’24”S 
115o58’25” 

5 Pemeliharaan Penyemprotan bahan kimia 
unutk pengendalian gulma 
tidak dilakukan pada pinggir 
aliran air 

Petak 
MJB0220 
Tanaman 
tahun 2024 

 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan Composite Citra Landsat 9 TIRS Bands 1-7 Liputan 13 
September 2024 dan Composite Citra Landsat 8 OL Bands 1-7 Liputan 23 
Maret 2025 diketahui adanya keterbukaan lahan pada blok RKT 2024  
seluas 2.176 Ha dari luas seluruh blok RKT 2024 yang dikerjakan 14.420 
Ha. Keterbukaan wilayah pada blok RKT 2024 =  15,09 % 

Nilai Kinerja Indikator 
2.4 

: 13 / 15 x 100% = 86,67%  (BAIK) 

 

Indikator 2.5 : 

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

 
1. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai 

dengan ketentuan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Selama 2 (dua) tahun terakhir, PBPH PT Daya Maju Lestari memilki 
RKT yang telah disetujui  secara self approval meliputi : 
 

No. Periode 
RKT 

Tanggal 
Disetujui 

Tanggal 
Di Submit 

Jenis Usaha Pemanfaatan 
Hutan 

1. 2024 15 Januari 
2024 

15 Jaunari 
2024 

Pemanfaatan hasil hutan 
kayu hutan tanaman 

2. 2024 24 
Desember 
2024 

24 
Desember 
2024 

Pemanfaatan hasil hutan 
kayu hutan tanaman 
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 2025 28 
Februari 
2025 

28 
Februari 
2025 

Pemanfaatan hasil hutan 
kayu hutan tanaman 

b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan Pre 
Harvest Inventory untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman; 

Baik RKT 2024 maupun RKT 2025 disusun sesuai dengan hasil 
inventarisasi potensi hasil hutannya. 

2. Verifier 2.5.2 
( Bobot : 1 ) 

: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari membuat Peta Kerja untuk setiap blok 
usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT 
Tahun 2024 maupun RKT Tahun 2025 

b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada 
seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya  dan memperhatikan 
keberadaan areal yang seharusnya dilindungi. 

3. Verifier 2.5.3 
 
 

: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis 
kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan tinjauan dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi 
penataan batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan taaman 
pada RKT 2024 dan 2025 belum semua ditandai. Plang RKT 2025 berada 
pada koordinat  0o 6’6’S 116o1’28”E. Batas blok RKT berupa batas alam 
yakni jalan dan batas buatan berupa jalur rintisan. Dapat dijumpai juga 
adanya tanda batas berupa dan tanda garis datar dua (=) dengan cat 
warna merah pada pohon di jalur batas blok. Jarak antara tanda cat merah 
satu dengan cat merah berikutnya berjauhan sehingga kurang terlihat 
jelas di lapangan bahwa jalur tersebut merupakan batas blok RKT. 

4 Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana 
jangka pendek 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Tertimbang : 1 x 2 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

 PBPH PT Daya Maju Lestari tidak merencanakan pemanenan kayu hutan 
alam pada sistim silvikultur TPTI pada tahun 2023, 2024 dan 2025, dan 
tidak terdapat realisasi pemanenan kayu pada periode tahun tersebut. 
Pada sistim silvikultur THPB telah merencanakan pemanenan kayu dari 
hutan tanaman pada blok RKT 2023, 2024 dan 2025. Namun pada periode 
tersebut tidak ada realisasi produksi kayu hutan tanaman. 

Nilai Kinerja Indikator 
2.5 

: 12 / 18 x 100% = 66,67%  (SEDANG) 

 

Indikator 2.6 : 

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan. 

 
1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik). 

Bobot : 1 
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NILAI KINERJA : BAIK /  Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Laporan Keuangan PBPH PT Daya Maju Lestari tahun buku terakhir 
yang telah diaudit Akuntan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun 
Buku 2022  

b) Kondisi finansial PBPH PT Daya Maju Lestari berdasarkan hasil audit  
Kantor Akuntan Publik :  
- Likuiditas : 11.605,56% 
- Solvabilitas : 29.3750,02% 
- Profitabilitas : 0,005% 
- Catatan / Pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat 
realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeur / 
perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan 
dalam RKAP dianggap 100 %) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK /  Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Pengelolaan keuangan dinilai proporsional.  Perbedaan realisasi alokasi 
dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya  < 20%. 
Perbedaan realisasi alokasi dana pada  kisaran 15,40%% yaitu antara pos 
biaya Pemenuhan Kewajiban terhadap Negara yang terealisasi sebesar Rp. 
3.886.470.000 (101,30%) dengan pos biaya kegiatan Penelitian yang 
terealisasi sebesar Rp. 67.000.000 (85,90%) 

3. Verifier 2.6.3 

 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah 
disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK /  Nilai Tertimbang : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Lalu (2024) unaudited tetapi telah 
disetujui/Board yang Berwenang, rencana dan realisasi biaya pemanfaatan 
hutan adalah sebagai berikut : 
 

No
. 

POS BIAYA PEMANFAATAN 
HUTAN 

(sesuai RKAP) 

Rencana 
(Rp. x 1 Juta) 

Realisasi 
(Rp. x 1 Juta) 

1 Perencanaan  244.500.000 230.675.000 
2 Persiapan Lahan  1.100.000.000 1.060.000.000 
3 Pembibitan & Penanaman 1.195.000.000 1.096.906.000 
4 Bina Hutan & Pengendalian 

Kebakaran 
550.000.000 496.350.000 

5 Pemungutan Hasil Hutan - - 
6 Pemenuhan Kewajiban 

terhadap Negara 
3.837.450.000 3.886.470.000 

7 Pemenuhan Kewajiban 
terhadap Lingsos 

880.000.000 756.000.000 

8 Pembangunan Sarana & 
Prasarana 

576.000.000 569.000.000 

9 Penelitian 78.000.000 67.000.000 
10 Administrasi & Umum 14.550.000.00

0 
14.509.040.000 

 Jumlah 23.010.950.00
0 22.671.441.000 

 
Realisasi dana mencapai 98,52% dari yang dianggarkan sesuai dokumen 
yang disetujui perusahaan. 
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4 Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG /  Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 

 Berdasarkan rencana dan realisasi biaya tahun 2024 yang mencapai 
98,50% menunjukkan lancarnya pendanaan kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan kayu. Namun demikian berdasarkan rencana kerja yang disusun 
terdapat kegiatan yang tidak direncanakan. Sedangkan berdasarkan 
realisasi fisik kegiatan terdapat kegiatan yang tidak mencapai target atau 
tidak sesuai dengan tata waktu, yaitu kegiatan penanaman tahun 2024 
yang hanya mencapai 45,13% 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA  SEDANG /  Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT 
Daya Maju Lestari untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan tahun 
2024 adalah sebagai berikut : 

No. Kegiatan Bina Hutan Rencana 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp) 

1 Pembibitan & 
Penanaman 

1.195.000.000 1.096.906.000 

2 Bina Hutan & 
Pengendalian 
Kebakaran 

550.000.000 496.350.000 

3 Persiapan Lahan
  

1.100.000.000 1.060.000.000 

4 Penelitian 78.000.000 67.000.000 
 JUMLAH 2.923.000.000 2.720.256.000 

 
Rata-rata realisasi modal yang ditanamkan kembali kehutan tahun 2024 
mencapai 93,0%, namun demikian realisasi fisik penanaman tahun 
2024 hanya tercapai 45,13% 
 

Nilai Kinerja Indikator 
2.6 

: 20 / 24 X 100 % = 83,33%  (BAIK)  

 
3. ASPEK EKOLOGI 

 

Indikator 3.1 : 

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

 
1. Verifier 

3.1.1  
 
 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen 
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot ; 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 



 
 

Halaman 18 dari 61 
 

F1-02.15 Rev.1 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah menetapkan kawasan yang dilindungi di 
dalam areal kerja PBPH sesuai Surat Keputusan Direktur Nomor : 002/DML-
SK-ADM/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung, 
meliputi : 
 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 
1. Sempadan Sungai 2.962 
2. Buffer Zone Hutan Lindung 1.970 
3. Kawasan Kantong Satwa 224 
4. KKI 953 
5. KPPN 594 
 Total 6.703 

 
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan 

RKUPHHK-HA Tahun 2019 Periode 2019 - 2028 yang telah disahkan oleh 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK No. 
SK.9569/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019, 13/11/ 2019 tanggal 13 
November 2019. 

c) PT Daya Maju Lestari telah melakukan identifikasi ABKT yang tertuang dalam 
Laporan Final Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) April 2023, dengan 
kajian seluas 54.405 ha (Unit I, Unit II, Unit III). Kegiatan identifikasi bekerja 
sama dengan PT Inti Mitra Makmur yang dilaksanakan pada Desember 2022 – 
Mei 2023. Luas kajian kegiatan identifikasi ABKT :  

- Unit I (12.189,18 ha) : NKT 1 (3.200 ha), NKT 2 (4.883,06 ha), NKT 3 
(2.194,86 ha), NKT 4 (7.304,62 ha), NKT 5 (3.141,72 ha), NKT 6 (1,50 ha). 

- Unit II dan III (23.660,90 ha) : NKT 1 (4.241,99 ha), NKT 2 (3.721,63 ha), 
NKT 3 (4.241,99 ha), NKT 4 (4.241,99 ha). 

2. Verifier 
3.1.2  
 

 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas 
dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan hasil digitasi tim perencanaan PT Daya Maju Lestari, panjang 
batas total areal kawasan lindung yakni 344,81 Km. Berdasarkan hasil audit 
Penilikan Ke-2, April Tahun 2023, realisasi penandaan batas kawasan lindung 
yaitu tercapai 191,55 Km (55,55%) dari total rencana 344,81 Km. 

b) Berdasarkan audit Sertifikasi Awal November 2023 diverifikasi realisasi 
penandaan batas kawasan lindung yang telah terealisasi yaitu sepanjang 
583,74 Km (85,55%) dari total panjang 682,30 Km. 

c) Pada rentang waktu audit (November 2023 s.d April 2025) terdapat tambahan 
kegiatan penandaan batas kawasan lindung total sepanjang 145,1 Km. Adapun 
realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh 
PBPH PT Daya Maju Lestari s.d April 2025 yaitu tercapai 728,84 Km (106,82%) 
dari total rencana 682,30 Km. 

d) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi Avenza Maps, 
terkait penataan batas kawasan dilindungi ada kawasan lindung yaitu 
sempadan sungai berema/bongan penandaan batasnya di lapangan hanya 1 
sisi kiri sungai sedangkan sisa kanan sungai tidak dijumpai penandaan batas. 

3. Verifier 
3.1.3  

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di 
Peta RKUPHHK-HA Tahun 2019 Periode Tahun 2019 – 2028 dengan Peta Citra 
tahun 2025, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan 
lahan kering primer dan Hutan lahan kering sekunder) yaitu 3.514 ha (52,42%) 
dari total luas kawasan lindung 6.703 ha, dengan rincian sebagaimana tabel 
berikut. 

N
o. 

Jenis 
Kawasan 
Lindung 

Lua
s 

(ha) 

Penutupan Lahan (ha) 

Jum-
lah 
(ha) 

Huta
n 

Laha
n Ke-
ring 
Pri-
mer 

Hutan 
Lahan 
Kering 
Sekun-

der 

Belu-
kar 

Tanah 
terbu

ka 

Tertut
up 

Awan 

1 
Sempada
n Sungai 

2,96
2 - 339 2,346 94 182 2,961 

2 
Buffer 
Zone HL 

1,97
0 1,133 632 - - 205 1,970 

3 
Kawasan 
Kantong 
Satwa 

224 153 70 - 1 - 224 

4 
Kawasan 
Konserva
si In situ 

953 374 325 - 253 - 952 

5 KKPN 594 286 202 - 106 - 594 

 Jumlah 6,70
3 

1,946 1,568 2,346 454 387 6,701 

 Areal 
Berhutan 3.514 (52.42%)     

 Areal Non Hutan 3.187 (47,55%)  
 

4. Verifier 
3.1.4  
 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain 
gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: NOT APPLICABLE 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

 Berdasarkan RKUPHHK Tahun 2019 Periode 2019 – 2028, jenis tanah yang 
terdapat di areal PT Daya Maju Lestari berdasarkan Peta Land System Provinsi 
Kalimantan Timur skala 1:250.000 mempunyai jenis tanah TropuduLs, 
Dystropepts. Dengan demikian diverifikasi pada areal PBPH PT Daya Maju Lestari 
tidak terdapat jenis tanah gambut (peat) atau kawasan lindung berupa areal 
ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini 
tidak diterapkan (Not Applicable). 

5. Verifier 
3.1.5  

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Tertimbang :2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Berdasarkan audit Sertifikasi Awal Tahun 2023 diperoleh informasi terdapat 
aktivitas yang tidak sesuai di dalam kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai 
Bongan ditemukan ladang padi milik warga dari Desa Enggelam. Hasil 
verifikasi lapangan yang disandingkan dengan pemetaan dengan 
menggunakan Avenza Maps, lokasi ladang padi berada di area SS Bungan. 
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b) Selanjutnya hasil pemeriksaan lapangan dijumpai pada SS Ruang yang 
berada pada koordinat S 00 5’ 3,856” dan E 1160 1’ 39,852” terdapat 
pemukiman masyarakat dan kebun masyarakat. 

c) Adapun upaya yang dilakukan oleh PT Daya Maju Lestari, baru sebatas : 
- Pemasangan plang larangan merambah yang terintegrasi dengan plang 

kebakaran. 

- Sosialisasi kawasan lindung setiap tahun ke masyarakat bersamaan 
dengan sosialisasi RKT 

d) PT Daya Maju Lestari belum mengidentifikasi seluruh aktivitas/penguasaan 
lahan oleh masyarakat yang ada di kawasan lindung dan membuat peta 
sebarannya. 

6. Verifier 
3.1.6  
 

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL 
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan 
lindung diantaranya : 
- Penandaan batas kawasan lindung baru tercapai 728,84 Km (106,82%) 

dari total rencana 682,30 Km, namun belum dipetakan secara keseluruhan 
realisasinya. Selain itu hasil pemeriksaan lapangan pada sempadan sungai 
bongan penandaan batas (sebelah kanan sungai) tidak dijumpai 
penandaan patok dan cat; 

- Pemeliharaan batas kawasan lindung belum dilakukan secara periodik 
setiap tahun; 

- Penanaman rehabilitasi/ pengayaan di Kawasan lindung dengan tutupan 
non hutan (belukar dan tanah terbuka) sesuai Peta Interpretasi Citra Tahun 
2025  belum direncanakan secara periodik. 

- Pemasangan plang himbauan 1) merusak/ menebang pohon; 2) dilarang 
menangkap, melukai, membunuh, memiliki dan memperniagakan satwa 
liar yang dilindungi; 3) dilarang merusak hutan, menebang pohon, memiliki 
dan mengambil tumbuhan yang dilindungi tanpa izin di kawasan lindung 
sempadan sungai bongan, sungai jintan, sungai sakaq, sungai enggelam, 
sungai beteloh; 

- Melakukan patroli pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung 
dengan intensitas kegiatan 2 kali seminggu dilakukan oleh Team RPK dan 
tertuang di dalam laporan bulanan patroli; 

- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung baru dilakukan di kawasan lindung 
pada Unit I (Blok I), sedangkan pengelolaan kawasan lindung pada Unit II 
(Blok II & Blok III) belum dilakukan. 

b) Selama periode 18 bulan terakhir PT Daya Maju Lestari telah membuat laporan 
pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan 
Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, 
dengan rincian sebagai berikut : 

N
o. 

Periode 

Keberadaa
n Tujuan 

Pelaporan 
SIMPEL 

Waktu 
Pelapo

ran 
SIMPE

L 

Ket 
Ad
a 

Tidak 
Ada 

1 
Semester II 
Tahun 2023 

√  

- KemenLHK 
- DLH Prov. 

Kaltim 
- DLH Kab. Kutai 

Barat 

Waktu 
pelapor

an 
pada 

SIMPE

Berdasarkan 
informasi 
dari Ibu Siti 
Maisarah 
selaku 
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2 Semester I 
Tahun 2024 

√  

- KemenLHK 
- DLH Prov. 

Kaltim 
- DLH Kab. Kutai 

Barat 

L tidak 
terlihat/ 
tercant

um  

operator 
SIMPEL, 
penyampaian 
laporan 
pelaksanaan 
RKL RPL 
melalui 
SIMPEL 
dilakukan 
sesuai 
dengan tata 
waktunya 
dan tidak 
lewat 
periode 
pelaporanny
a 

3 
Semester II 
Tahun 2024 

√  

- KemenLHK 
- DLH Prov. 

Kaltim 
- DLH Kab. Kutai 

Barat 

 
c) Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan periode 

Semester II Tahun 2023 dan Semester I & II Tahun 2024 telah disampaikan 
melalui SIMPEL dan berdasarkan informasi dari Ibu Siti Maisarah selaku 
operator SIMPEL, penyampaian laporan pelaksanaan RKL RPL melalui SIMPEL 
dilakukan sesuai dengan tata waktunya dan tidak lewat periode pelaporannya. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: 15 / 21 x 100 % = 71,43 %   (SEDANG) 

 

Indikator 3.2 : 

Perlindungan dan pengamanan hutan 
 

1. Verifier 
3.2.1  
 
 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, 
terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, 
pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang 
teridentifikasi. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK  / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan 
dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam 
areal PBPH, yaitu sebagai berikut : 

 

No. 
Jenis Gangguan 

Hutan Prosedur 

1.  Perambahan 
Kawasan 

SOP Perlindungan Hutan No. Dok : 
DML/SOP/HSE/019, tanggal Terbit : 17 Oktober 
2022, Revisi 02, tanggal Revisi : 1 September 2024. 

2.  Pemanenan atau 
penebangan 
tanpa izin 

3.  Perburuan Satwa 
Liar 

4.  Pencegahan dan 
pemadaman 
kebakaran 

- SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan No. 
Dok : DML/SOP/FPOM/001, tanggal terbit :  17 
Oktober 2022, Revisi 0, tanggal revisi : -; 
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- SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 
No. Dok : DML/SOP/FPOM/002, tanggal terbit : 
17 Oktober 2022, Revisi 0, tanggal revisi : -; 

- SOP Persiapan Penanggulangan kebakaran 
Hutan dan Lahan No. Dok : DML/SOP/FPOM/003 
tanggal terbit : 17 Oktober 2022, Revisi 0, tanggal 
revisi : -; 

- SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan No. 
Dok : DML/SOP/FPOM/004, tanggal terbit : 17 
Oktober 2022, Revisi 0, tanggal revisi : -; 

- SOP Pengelolaan Kebakaran Paska Kebakaran 
No. Dok : DML/SOP/HSE/005, tanggal terbit : 17 
Oktober 2022, Revisi 0, tanggal revisi : -. 

5.  Hama dan 
penyakit tanaman 

SOP Monitoring, Pencegahan dan Pengendalian 
Hama dan Penyakit Tanaman di Plantation No. Dok 
: DML/SOP/R&D/015, tanggal terbit : 17 Oktober 
2022, Revisi 0, tanggal revisi : -.  

 
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang dibuat 

telah mengacu kepada pedoman teknis baku. 
2. Verifier 

3.2.2  
: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan 
yang dimiliki oleh PT Daya Maju Lestari, yaitu dirinci seperti tabel berikut: 

 

No. 
Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket 

1 Perambahan 
Kawasan 

Plang/ Baliho 
himbauan dilarang 
melakukan kegiatan 
ilegal Logging, 
pembukaan lahan 
(berladang), 
membakar lahan, 
berburu/menangkap 
satwa dilindungi 

3 

Km 18 
Comp 
D39, Km 
17 dan 
Km 26 

Belum 
dilakukan 
pemasangan 
plang di 
kawasan 
lindung 

           
2 Pemanenan 

atau 
penebangan 
tanpa izin/ 
Ilegal 
Logging 

Plang/ Baliho 
himbauan dilarang 
melakukan kegiatan 
ilegal Logging, 
pembukaan lahan 
(berladang), 
membakar lahan, 
berburu/menangkap 
satwa dilindungi 

3 

Km 18 
Comp 
D39, Km 
17 dan 
Km 26 

Belum 
dilakukan 
pemasangan 
plang di 
kawasan 
lindung 

           
3 Pencegahan 

dan 
Plang/ Baliho 
himbauan larangan 
membuat api 

13  
Kondisi plang 
ada sebagian 
plang yang 
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pemadaman 
kebakaran 

Plang himbauan stop 
dan cegah kebakaran 
hutan dan lahan 

15  

tulisannya 
tidak terlihat 
jelas dan 
burum 

Plang/ Baliho 
himbauan dilarang 
melakukan kegiatan 
ilegal Logging, 
pembukaan lahan 
(berladang), 
membakar lahan, 
berburu/menangkap 
satwa dilindungi 

3 

Km 18 
Comp 
D39, Km 
17 dan 
Km 26 

Belum 
dilakukan 
pemasangan 
plang di 
kawasan 
lindung 

Sarpras Dalkarhutla 1 Km 23  

Jumlah dan 
Jenis sudah 
diatas 50% 
dari yang  
dipersyaratkan 
PermenLHK 
No. P.32 tahun 
2016 

Pos Dalkarhutla 1 Km 23 
Berada di 
Distrik Muara 
Jawaq 

Mobil Tanki Air 3 Km 23 

Kondisi 1 baik, 
2 masih 
perbaikan 
(menunggu 
sparepart 

Plang FDR 3 

Pos 
Security 
Km 34, 
Km 15 
dan Km 
23 

 

Menara Api 2 Km 34, 
Km 23 

Ketinggian 
Menara Api 30 
meter 

Water Poin Alami 30   

  Water Poin Buatan 35  

Berupa lubang 
buatan 
dengan 
ukuran 5x4 
meter (PxL), 
kedalaman 2 
meter 

      
4 Hama dan 

Penyakit 
Tanaman Herbisida 16 Km 23 

Kanaup, 
Basta, 
Starane, 
Stargate dll 

Insektisida 1 Km 23 Curacron 

Fungisida 2 Km 23 Heksa 50SC, 
Kuproxat 
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Pupuk 13 Km 23 
NPK, Zincop, 
Kcl, Tsp, CRF, 
dll 

           
5 Perburuan 

Satwa Liar Pos Security 1 
Km 15, 
Km 26, 
Km 35 

 

Plang/ Baliho 
himbauan dilarang 
melakukan kegiatan 
ilegal Logging, 
pembukaan lahan 
(berladang), 
membakar lahan, 
berburu/menangkap 
satwa dilindungi 

3 

Km 18 
Comp 
D39, Km 
17 dan 
Km 26 

Belum 
dilakukan 
pemasangan 
plang di 
kawasan 
lindung 

Plang dilarang 
menangkap, melukai, 
membunuh, memiliki 
dan memperniagakan 
satwa liar yang 
dilindungi 

5 S. 
Bongan 
S. Jintan 
S. Sakaq 
S. 
Enggelam 
S. 
Beteloh 

 

Plang/ dilarang 
merusak hutan, 
menebang pohon, 
memiliki dan 
mengambil tumbuhan 
yang dilindungi tanpa 
izin 

5 S. 
Wahau, 
S. Ute, S. 
Telen 

 

 
b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana 

yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana 
perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik. 

3. Verifier 
3.2.3  

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 
pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BURUK  / Nilai Tertimbang : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Daya Maju Lestari 
saat ini, terdiri dari : 
 

No. Unit Kerja 
Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan 

Kewajiban Jumlah 
Personil 
(terkini) 

Personel 
Certified 

1. Regu Pemadam 
Kebakaran 

2 regu (30 
personil) 

3 regu 
(48 

personil) 

23 

2. Security 9 12 0 
 
b) Jumlah personel dari setiap unit kerja yaitu security dinilai cukup berdasarkan 

intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan 
luasan PBPH nya. 
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c) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan 
perlindungan pengamanan hutan), dinilai kurang. 

d) Belum memiliki MoU atau kesepakatan MPA dengan 3 (tiga) Desa binaan yaitu Desa 
Enggelam, Desa Abit dan Desa Sakalotoq. 

e) PT Daya Maju Lestari telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan 
perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara berkala setiap 
bulan dengan memanfaatkan data dari website SiPongi dan telah memanfaatkan 
teknologi lainnya dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti 
penggunaan drone dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan.. 
 

4. Verifier 
3.2.4  

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif) 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan 
hutan yang terkait dengan : 
a) tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan 

berupa Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Desa Enggelam terkait 
RKT (2024 dan 2025), Kelola Sosial, kawasan lindung & HCV, Kebakaran hutan 
& lahan tertanggal 22 Agustus 2024. 

b) tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di 
lapangan berupa 1) Penempatan pos security di 4 lokasi yaitu Km 15, Km 23, 
Km 34 dan Km 35, namun yang aktif dengan penjagaan dilengkapi personil 
security baru di Km 26; 2) Penyediaan anggota satpam/security sebanyak 12 
personil (Kewajiban 9 personil), namun seluruh personil security belum memiliki 
kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) Penyediaan 3 regu inti dalkarhutla dengan total 
personil 48 orang (kewajiban jumlah personil dalam regu inti sesuai PermenLHK 
Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 2 regu inti berjumlah 30 
personil), baru 23 personil regu inti yang memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan 
manggala agni (masih kurang 7 personil); 4) Patroli dilakukan oleh Team RPK, 
SSD, Enviro serta BKO (security) setiap 2 kali dalam seminggu di lokasi Blok I 
meliputi Blok RKT dan Kawasan Lindung (belum dilakukan patroli di Blok II & III); 
5) Monitoring hotspot dengan satelit SiPongi periode November 2023 s.d April 
2025 tertuang dalam laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; 
6) Penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan (jenis dan jumlah) 
sudah diatas 50% (sebagaimana yang dipersyaratkan PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); 7) memiliki Peta Rawan Kebakaran Tahun 
2024 dan Tahun 2025 untuk mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; 
8) memiliki Plang FDR yaitu di 3 titik/ lokasi di Pos Security Km 34, Km 15 dan 
Km 23; 9) memiliki water point sebanyak 65 titik sebagai sumber air saat terjadi 
kebakaran; 10) memasang plang-plang himbauan dilarang membuka lah 
(beladang), membakar hutan & lahan, illegal logging, berburu flora dan satwa 
liar. 

c) tindakan represif, dari adanya aktivitas perambahan belum dilaporkan ke 
instansi terkait 

b) Hanya sebagian dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau 
terdokumentasi. 

c) PBPH PT Daya Maju Lestari melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan 
pengamanan hutan secara bulanan sesuai kejadian melalui SIPONGI 

 
Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: (0 / 15 x 100 % = 66,67 %  (SEDANG) 
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Indikator 3.3 : 

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

1
. 

Verifier 
3.3.1  

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia serta pengelolaan Limbah 
B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi : 
 

N
o. 

Jenis Pengelolaan dan/ 
atau Pemantauan Fisik 

Kimia serta 
Pengelolaan Limbah B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1. Pemantauan kualitas air 
sungai 

SOP Pemantauan Kualitas Air No. Dok : 
DML/SOP/HSE/017, tanggal terbit 17 Oktober 
2022, Revisi 02, tanggal revisi : 1 September 
2024. 

2. Kualitas tanah/kepadatan 
tanah 

SOP Pemantauan kepadatan Tanah dan 
Pendugaan Erosi No. Dok : DML/SOP/HSE/016, 
tanggal terbit 17 Oktober 2022, Revisi 02, 
tanggal revisi : 1 September 2024; 

3. Pengukuran erosi tanah 

4. Pengukuran debit air 
sungai 

SOP Pemantauan Kualitas Air No. Dok : 
DML/SOP/HSE/017, tanggal terbit 17 Oktober 
2022, Revisi 02, tanggal revisi : 1 September 
2024. 

5. Pengukuran sedimentasi 
sungai 

6. Penanaman/rehabilitasi SOP Penanaman Atau Pengayaan Tanaman 
No. Dokumen : DML/II/SOP/PLT/001 tanggal 17 
Oktober 2022. 

7. Pemeliharaan tanaman SOP Pemeliharaan Tanaman 
Pengayaan/Rehabilitasi No. Dokumen : 
DML/II/SOP/PLT/002 tanggal 17 Oktober 2022. 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1. Pengelolaan limbah B3 d) SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 
di Areal Kerja No. Dok : DML/SOP/HSE/020, 
tanggal terbit 17 Oktober 2022, Revisi 2, 
tanggal revisi : 1 September 2024.  

e) SOP Tanggap Darurat Tumpahan B3 dan 
LB3, No. Dok : DML/SOP/HSE/028, tanggal 
terbit 17 Oktober 2022, Revisi 0. 

2. Pengelolaan limbah 
domestik 

SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di 
Areal Kerja No. Dok : DML/SOP/HSE/020, 
tanggal terbit 17 Oktober 2022, Revisi 2, tanggal 
revisi : 1 September 2024. 

 
b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 

f) telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL 
PBPH PT Daya Maju Lestari. 
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g) telah memiliki SOP terkait penanganan limbah B3 
h) Seluruh prosedur sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku. 

2
. 

Verifier 
3.3.2  
 
 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 
yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BURUK  / Nilai Tertimbang : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampak fisik dan 
kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT Daya Maju Lestari saat 
ini (audit Penilikan Ke-1) meliputi : 

 

No
. Uraian 

Sarana 
Prasara

na 
Pengel
olaan 
dan 

Pemant
auan 

Jum
lah Lokasi Keterangan 

 Komponen 
Fisik dan 
Kimia 

 
 

  

1.  Pemantauan 
kualitas air 
sungai 

Uji 
Laborat
orium 
Bekerja 
sama 
dengan 
pihak 
kedua 
yang 
telah 
terakred
itasi 
KAN 

11 i) Air 
Bersih 
Base-
camp 
Km 23 

j) Air 
Limbah 
Nurser
y Km 
23 

k) Air 
Minum 
Baseca
mp Km 
23 

l) Inlet & 
Outlet 
S. 
Ruang 

m) Inlet & 
Outlet 
S. 
Bonga
n 

n) Inlet & 
Outlet 
S. 
Jintan 

o) Inlet & 
Outlet 
S. 
Sakaq 

Bekerja sama dengan 
Laboratorium Lingkungan PT 
Global Environment 
Laboratory meliputi 
parameter fisika sebanyak 4 
item, parameter kimia 
anorganik sebanyak 29 item, 
parameter organik sebanyak 
3 item dan parameter 
mikrobiologi 
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2. Pengukuran 
curah hujan 

Menggu
nakan 
ombrom
eter 

1 Kantor 
Km 23 

 

3. Pengukuran 
debit air 
sungai 

Menggu
nakan 
Bola 
pimpon
g dan 
meteran 

4 S. 
Boongan 

S. Sakaq 

S. Jintan 

S. 
Enggelam 

Dilakukan pemantauan 2x 
dalam 6 bulan 

4. Pengukuran 
Tinggi Muka 
Air Sungai 

Menggu
nakan 
Stik 
Ukur 

4 S. 
Boongan 

S. Sakaq 

S. Jintan 

S. 
Enggelam 

Dilakukan pemantauan 2x 
dalam 6 bulan 

5. Kualitas 
tanah/kepada
tan tanah 

Uji 
Laborat
orium 
Bekerja 
sama 
dengan 
pihak 
kedua 
yang 
telah 
terakred
itasi 
KAN 

- 

- Comp 
XX 
RKT 

-  

Bekerja sama dengan 
Laboratorium Lingkungan PT 
Global Environment 
Laboratory meliputi 
parameter analisa kimia 
(tanah terganggu) sebanyak 
14 item dan parameter 
analisa fisik (tanah utuh) 
sebanyak 6 item, parameter 
organik sebanyak 3 item. 

6. Laju Erosi Menggu
nakan 
Metode 
Tongkat 

 

- Comp 
MJC03
4 
RKTPH 
2024 
(Hutan 
Tanam
an) 

- Comp 
MJC03
4 
RKTPH 
2024 
(Hutan 
Alam di 
S. 
Bonga
n) 

Metode tongkat/ pipa paralon 
sebanyak 11 tongkat dengan 
jarak 10 m x 10 m dengan 
tinggi tongkat 120 m. 

 

7. Penanaman/r
ehabilitasi 

Penana
man 
Kanan 
Kiri 
jalan 

- 

-  Tidak merencanakan 
kegiatan di sistim silvikultur 
TPTI pada RKTPH Tahun 
2024 dan Tahun 2025 
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  Penana
man 
Areal 
Non 
Produkti
f 

- 

-  

8. Pemeliharaan 
tanaman 

Penana
man 
Kanan 
Kiri 
jalan 

- 

-  Tidak merencanakan 
kegiatan di sistim silvikultur 
TPTI pada RKTPH Tahun 
2024 dan Tahun 2025 

  Penana
man 
Areal 
Non 
Produkti
f 

- 

-  

9. Persemaian Penyedi
aan 
bibit 

1 
Km 23 Luas 3,9 Ha dan kapasitas 

3,1 jt bibit 

 Pengelolaan 
Limbah B3 

 
 

  

1.  TPS Limbah 
B3 

Bangun
an TPS 
Limbah 
B3 

1 Kantor 
Km 23 

Bangunan TPS Limbah B3 

p) Sudah dilengkapi dengan 
simbol & sekat dalam TPS 
untuk penempatan sesuai 
jenis LB3. 

q) Belum tersedia kotak P3K. 
r) Eyewash tersedia di luar. 
s) Tempat cuci tangan 

berada di luar TPS, dan 
tidak ada wadah/saluran 
penampung air yang 
digunakan. 

t) TPS terbagi menjadi 2 
ruangan, LB3 padat dan 
LB3 cair. 

 

 

- TPS Limbah B3 telah 
memiliki izin kelayakan 
lingkungan dari MenLHK 
sesuai SK Nomor 1542 
Tahun 2024 tanggal 16 
Oktober 2024; 

- MoU dengan pihak ke-3 
untuk pengangkutan LB3 
yaitu PT Sinar Bintang 
Albar, untuk jangka waktu 
pekerjaan : 1 Juni 2024 – 
31 Desember 2024. 

- PT Daya Maju Lestari 
membuat MoU/SPK 
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dengan pihak ketiga, 
hanya bila akan dilakukan 
pengangkutan. Manifest 
terakhir pengangkutan 
LB3 tertanggal 2 
November 2024; 

- Kartu Pengawasan Izin 
Penyelenggaraan 
Angkutan Barang 
Berbahaya (B3) No. 
SK.00302/AJ.309/1/DJPD
/2018/100001116-00026 
tanggal 12 Februari 2024. 

  Worksh
op 1 

Kantor 
Km 62 

Bangunan sudah kedap air 
(cor semen) dan sudah 
dilengkapi oil trap 

  Rumah 
Genset 1 

Kantor 
Km 62 

Bangunan sudah kedap air 
(cor semen) dan namun 
belum dilengkapi oil trap 

  Tempat 
Pengisia
n BBM 1 

Kantor 
Km 62 

Bangunan sudah kedap air 
(cor semen) dan sudah 
dilengkapi oil trap, namun 
sebagian oil trap kondisi 
rusak. 

2.  TPS Sampah 
Organik dan 
An Organik 

Pemisa
han 
sampah 
organik 
dan 
anorgan
ik 

 

 Kantor 
Km 23 

 Mess 
Karya
wan 

Berupa Bak/ Tong sampah 
belum terpisah antara 
Organik dan An Organik 
(masih berupa 1 tong) 

3.  TPA Sampah 
Organik dan 
An Organik 

Pemisa
han 
sampah 
organik 
dan 
anorgan
ik 

1 
Comp 
MJA056 

Dibuat berupa 2 lubang 
besar dan dipisahkan antara 
sampah organik dan 
Anorganik, namun belum 
ada identitas penamaannya. 

 
b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : 

u) Sebagian lengkap sesuai yang diprasyaratkan; 
v) Belum didukung oleh SDM yang terlatih (memiliki sertifikat pelatihan) yaitu 

GANISPH Binhut. 
w) Belum memiliki SDM pengelolaan Limbah B3 yang berkompeten/ 

berkualifikasi sebagai PLB3/ OPLB3. 
3
. 

Verifier 
3.3.3 
 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen 
lingkungan 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 
kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian besar sudah dilakukan oleh PT 
Daya Maju Lestari, namun demikian tidak mengurangi dampak lingkungan. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

: 8 / 12 x 100% = 66,67%   (SEDANG) 

 

Indikator 3.4 : 

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

 
1. Verifier 3.4.1 

 
: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Daya Maju Lestari memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 
identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen : 
a. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi No. Dok : 

DML/SOP/HSE/015, Tanggal terbit : 17 Oktober 2022, Revisi 01, 
Tanggal Revisi : 1 September 2024; 

b. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Fauna Dilindungi No. Dok : 
DML/SOP/HSE/015, Tanggal terbit : 17 Oktober 2022, Revisi 01, 
Tanggal Revisi : 1 September 2024. 

Prosedur terkait Identifikasi Flora dan Fauna yang dibuat telah mengacu 
sesuai regulasi terkini. 

2. Verifier 3.4.2 
 

 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam 
areal PBPH sebagian ada yang belum sesuai dengan prosedur. 

3. Verifier 3.4.3 
 
 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi oleh PT 
Daya Maju Lestari belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan prosedur 
yaitu pada hasil identifikasi flora dan fauna belum diklasifikasikan ke dalam 
status konservasinya dan hasil identifikasi tidak dilengkapi dengan rekaman 
atau dokumentasi berupa foto. 

Nilai Kinerja Indikator 
3.4 

: 11 / 15 x 100% = 73,33%  (SEDANG) 

 

Indikator 3.5 : 

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 
 

1. Verifier 3.5.1 
 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik 

Bobot : 1 
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NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Daya Maju Lestari memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen: 
a. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi No. Dok : 

DML/SOP/HSE/015, Tanggal terbit : 17 Oktober 2022, Revisi 01, 
Tanggal Revisi : 1 September 2024; 

b. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Fauna Dilindungi No. Dok : 
DML/SOP/HSE/015, Tanggal terbit : 17 Oktober 2022, Revisi 01, 
Tanggal Revisi : 1 September 2024. 

Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna yang dibuat telah 
mengacu sesuai regulasi terkini. 

2. Verifier 3.5.2 
 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi yang terdapat di areal 
PBPH PT Daya Maju Lestari belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan 
prosedur 

3. Verifier 3.5.3 
 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Daya 
Maju Lestari dapat diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai 
habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti perburuan satwa, 
illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas 
secara illegal dll. 

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Daya 
Maju Lestari telah memiliki upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai 
berikut : 
- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung sesuai dengan Blok 

RKTPH berjalan; 
- Mengalokasikan kawasan lindung seluas 6.703 Hektar, terdiri dari 

1) Sempadan Sungai luas 2.962 hektar; 2) Buffer zone Hutan 
Lindung luas 1.970 hektar; 3) Kawasan Kantong Satwa luas 224 
hektar; 4) Kawasan Konservasi In situ luas 953 hektar dan 5) 
Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah luas 594 hektar sebagai tempat 
flora dan fauna/ satwa dilindungi; 

- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang berburu, 
membakar hutan dan lahan, plang jenis-jenis satwa dilindungi dan 
plang jenis-jenis flora dilindungi. 

c) Berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara 
dengan beberapa masyarakat dari Desa Enggelam dan Desa Abit yaitu 
masyarakat sekitar sudah tidak melakukan kegiatan perburuan di dalam 
areal PBPH PT Daya Maju Lestari pada Unit I (Blok I). 

d) Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial yaitu terdapat 
data konflik klaim lahan (ladang, kebun dan pemukiman) dengan total 
seluas 3.713,17 hektar yang berada di Unit I (Blok I) yang tersebar di 
Blok RKTPH dan Kawasan Lindung. 

e) Dengan masih adanya klaim lahan di dalam areal PBPH PT DML 
mengakibatkan habitat dan kondisi satwa masih terganggu. 

Nilai Kinerja Indikator 
3.5 

: 11 / 15 x 100% = 73,33%  (SEDANG) 
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4. ASPEK SOSIAL 

Indikator 4.1 : 

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam 

areal PBPH Hutan Produksi. 
 

1. Verifier 4.1.1 
 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi 
areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.  

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3  
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah membuat dan menetapkan prosedur 
untuk pelaksanaan kegiatan : 
1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan/ atau masyarakat setempat; dan 
2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukumadat 

dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; 
b) Sesuai dokumen SOP Community Investment, No Dokumen: 

DML/SOP/SSD/002, Tanggal terbit : 27 Oktober 2022 dan SOP 
Identifikasi Inventarisasi Lahan Kehutanan, Ganti Rugi Tanam Tumbuh 
dan Tali Asih, No Dokumen : DML/SOP/SSD/007, Tanggal terbit : 17 
Oktober 2022,  telah menggunakan acuan pedoman teknis sesuai 
PermenLHK Nomor : P.9/2021, P.8 /2021, KepmenLHK Nomor : 
SK.9895 /2022  dan peraturan lainnya) 

2. Verifier 4.1.2 
 

: Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan 
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3  
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari menetapkan rencana kerja kegiatan 
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen RKUPH PT Daya Maju 
Lestari Periode Tahun 2019 - 2028, yang telah disahkan berdasarkan 
SK. MenLHK Nomor : 9569/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 
tanggal 13 November 2019.  

b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2023-2024 dan  
- telah sesuai target volume kegiatan sesuai rencana kerja; 
- tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi, lengkap 

berupa Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Daya Maju Lestari 
Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu 
Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1:175.000, Laporan Social 
Impact Assessment PT Daya Maju Lestari Tahun 2022, Rekap Areal 
Perladangan Tahun 2024 s.d. 2025, Data Pemanfaatan hasil Hutan 
Bukan Kayu oleh Masyarakat Desa Sekitar Tahun 2024 dan 2025, 
dan Peta Sebaran HHBK Tahun 2023 

- Hasil kegiatan telah sesuai dengan pedoman teknis/ ketentuan yang 
diberlakukan. 

3. Verifier 4.1.3 
 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif 
di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari baru sebagian membuat deliniasi dan 
penandaan batas ecara partisipatif areal PBPH yang dikuasai oleh 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 
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b) Sampai dengan saat audit bulan Mei 2025, penandaan batas 
secarapartisifatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai 
butir a), baru mencapai 73 %  

No
. 

Hasil 
Deliniasi 

Implementasi 
Penandan 

Pencapaian Prosentase 
(%) 

1 Wilayah 
Desa 

 Identifikas
i 

 Pemetaan 
 Penandaa

n 
lapangan 

 Batas Wilayah desa 
dan wilayah 
operasional telah 
dipetakan dan terdapat 
Berita Acara Penataan 
Batas Partisipatif 

100 

2 Pemukiman 
Masyarakat 

 Identifikas
i 

 Pemetaan 

 Pemukiman 
masyarakat Kampung 
Ruang Desa Enggelam 
berupa  warung dan 
pondok masyarakat 
seluas 10,7 Ha 

50 

3 Pemanfaata
n HHBK 

 Identifikas
i 

 Pemetaan 
 Pandaan 

di 
lapangan 

 Areal HHBK (ABKT 5) 
telah dilakukan 
identifikasi dan 
pemetaan dan 
dilakukan penandaan 
dilapangan 

100 

4 Areal 
Ladang 
Masyarakat 

 Identifikas
i 

 Pemetaan 
 

 Areal ladang telah 
diidentifikasi dan 
dipetakan, Tahun 2025 
masih terdapat areal 
klaim seluas ± 3.713,17 
Ha  

50 

 Jumlah 
Total 

  300/4 = 75 
% 

 
c) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisifatif di setiap lokasi, 

terdokumentasi berupa Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT 
Daya Maju Lestari Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan 
Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1:175.000, 
Laporan Social Impact Assessment PT Daya Maju Lestari Tahun 2022, 
Rekap Areal Perladangan Tahun 2024 s.d. 2025, Data Pemanfaatan 
hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Desa Sekitar Tahun 2024 dan 
2025, dan Peta Sebaran HHBK Tahun 2023.  
Berdasarkan hasil observasi lapangan diperoleh keberadaan kokasi 
batas partisipatif antara Desa Abit dan Desa Sakaq Lotoq pada 
koordinat: 007’34,312”S 115058’27,005”E ; Pemukiman masyarakat 
Dusun Sei Ruang pada koordinat: -005’8,586”S 11601’41,064”E ; Areal 
pemanfaatan HHBK (ABKT 5) pada koordinat: 001’40,442”S 
11601’31,147”E ; dan arel klaim masyarakat pada koordinat: 
009’58,38”S 11602’6,53”E  

Nilai Kinerja Indikator 
4.1 

: (10 / 12 ) x 100 %  =  83,33%  (BAIK) 

 

Indikator 4.2 : 

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan 
terukur 

 
1. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4  
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah membuat Matriks Pemetaan Potensi 
Konflik Tahun 2023 dan 2024. Potensi konflik ditingkat kasus berada di 
PT Daya Maju Lestari adalah waspada dengan prosentasi total 
skor/Nilai Tertimbang sebesar 53,62%.  
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b) Selama periode audit 18 (delapan belas) bulan terakhir  s.d tanggal 
audit, PT Daya Maju Lestari memiliki matriks pemetaan potensi konflik 
dengan potensi konflik yang telah diidentifikasi berupa perladangan 
masyarakat dan keberadaan pemukiman penduduk dalam areal, 
namun belum sesuai Lampiran V Peraturan Menteri Lingkunan Hidup 
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta 
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tahun 2021 
tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan, dimana deskripsi potensi konflik 
merupakan laporan hasil pemetaan potensi konflik secara utuh mulai 
dari Pendahuluan, Gambaran singkat PBPH, pelaksanaan identifikasi, 
Hasil identifikasi potensi konflik, Kesimpulan dan Rekomendasi. 

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud 
point b), diketahui laporan dibuat : 
1. Belum mengacu sesuai Lampiran V P.8 /2021 
2. Mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi. 

Tersedia bukti pelaporan di SIPASHUT, namun belum secara rutin 
2. Verifier 4.2.2 : Tersedia mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2  
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah memilki dokumen prosedur terkait 
mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal 
dengan masyarakat di areal PBPH nya (mekanisme resolusi konflik) 
dalam SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik: DML/SOP/SSD/001, 
Tanggal terbit : 17 Oktober 2022. 

b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai 
dimaksud butir a) : 
1. mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi; 

telah disosialisasikankepada pihak terkait dan terdapat kesepakatan terkait 
mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat. Telah ada 
kesepakatan dengan klaimer dalam bentuk Tali Asih, namun masih 
terdapat sisa klaim seluas 3.713,17 Ha. 

3. Verifier 4.2.3 : Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan 
pendanaan 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2  
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah membentuk kelembagaan untuk 
penanganan konflikTahun 2025 yang terdiri dari unsur :  
1. Penasehat:  

 Land Dispute Departement Head 
 District Departement Head 

2. Ketua: 
Askep Forest Protection (Rudi H. Hutagalung) 

3. Wakil Ketua: 
SSD Coordinator (Lorensus) 

4. Comvest – Land Dispute – Security: 
 SSD Officer (David J. Gultom) 
 TKD/Security 
 BKO TNI Koramil Melak dan Muara Muntai 
 BKO Polri Polsek Melak dan Muara Wis 

5. Pihak Desa 
 Kepala Desa 
 Ketua BPD 
 Ketua LPM 
 Ketua Adat 

b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : 
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1. Telah melibatkan para pihak terkait; dan 
2. Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi 

secara jelas/terukur. 
c) PBPH PT Daya Maju Lestari mengalokasikan dana untuk operasional 

lembaga penanganan konflik yang dibentuk,  namun belum disusun 
secara rinci menurut tahapan penyelesaian konflik sesuai Lampiran V 
Peraturan Menteri Lingkunan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan 
Hutan Produksi Tahun 2021 meliputi aspek biaya persiapan dalam 
penyusunan rencana resolusi konflik, biaya penyiapan organisasi dan 
SDM, biaya pelaksanaan antara lain pengadaan sarana dan prasarana, 
biaya konsekuensi pelibatan pihak ketiga serta biaya monitoring 
evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan. 

4. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan 
konflik 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2  
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PT Daya Maju Lestari telah menyusun rencana resolusi konflik 
berdasarkan hasil identifikasi sebagai berikut: 

a. Target 
1. Mengidentifikasi potensi konflik pada masyarakat sekitar hutan 

dengan PT Daya Maju Lestari. 
2. Menilai dan menetapkan status setiap konflik yang ditemukan 

pada Desa di sekitar areal kerja PT Daya Maju Lestari. 
3. Memetakan potensi konflik. 
4. Merekomendasikan resolusi konflik. 

b. Sasaran 
1. Tersedianya instumen pemetaan  dan resolusi konflik. 
2. Tersedianya peta potensi rawan konflik pada areal kerja PT 

Daya Maju Lestari 
3. Tersedianya mekanisme resolusi konflik yang efektif, efisien, 

dan optimal. 
4. Terbangunnya hubungan yang harmonis pasca resolusi 

konflik. 
5. Kelancaran kegiatan pengelolaan hutan oleh PT Daya Maju 

Lestari. 
c. Waktu 

Satu tahun kegiatan 
d. SDM 

Struktur Kelembagaan Penyelesaian Konflik Tahun 2025 
e. Alokasi Dana Anggaran penanganan konflik telah dituangkan 

dalam RKAP PT Daya Maju Lestari tahun 2023 dan 2024 
b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat : 

a. Sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada 
tahun sebelumnya; 

b. tata waktu; 
c. alokasi sumberdaya (SDM dan biaya); 
d. mekanis mekerja; 
e. monitoring; dan  
f. evaluasinya 

PT Daya Maju Lestari telah menyusun rencana anggaran resolusi konflik 
berdasarkan hasil pemetaan konflik yang dibuat setiap tahun yang 
memuat sasaran, tata waktu dan alokasi SDM & biaya, namun dalam 
penyusunannya belum melibatkan para pihak. 

5. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 
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Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama 
periode audit 18 (delapan belas) bulan terakhir s.d tanggal audit, 
meliputi : Dokumentasi penangangan konflik PT Daya Maju Lestari 
termuat dalam Berita Acara Serah terima Pembayaran Tali Asih dan 
Penyerahan kembali Areal Garapan tahun 2024-2025 

b) Pencapaian penanganan/penyelesaian konflik di areal PBPH PT Daya 
Maju Lestari sampai dengan saat audit adalah : 

No. 
Luas Areal Klaim 
Tahun 2024-2025 

Realisasi 
Penanganan Konflik 

Sisa Areal 
Klaim 

Prosentase  
(%) 

1 3.713,17 Ha 3.255,69 Ha 457,48 Ha 87% 
Sumber: Dokumen Penanganan Konflik PT Daya Maju Lestari Tahun 2024 dan 2025 

c) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksudbutir a) : 
1. Terdokumentasi berupa dokumen MoU, Berita Acara Patroli, Berita 

Acara Sosialisasi, Berita Acara Penyelesaian Klaim Lahan 
Tersedia bukti pelaporan di SIPASHUT, namun belum secara rutin 
tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya.  

Nilai Kinerja Indikator 
4.2. 

: ( 14 / 21 ) x 100 %  = 66,67 %  = SEDANG  

 

Indikator 4.3 : 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
 

1. Verifier 4.3.1 
 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari melakukan kegiatan pendataan 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT 
Daya Maju Lestari yang dicatat pada dokumen: 
1. RKUPH PT Daya Maju Lestari Periode Tahun 2019 - 2028, yang 

telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor : 9569/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019 

2. RKTPH PT Daya Maju Lestari Tahun 2023 dan 2024 
3. Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Daya Maju Lestari 

Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Mahakam Ulu 
Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1:175.000 

4. Daftar Tenaga Kerja Lokal PT Daya Maju Lestari Tahun 2023 dan 
2024 

5. Laporan Kajian Sosial PT Daya Maju Lestari Tahun 2022 
6. Data Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu oleh Masyarakat Desa 

Sekitar Tahun 2024 dan 2025 
7. Peta Sebaran HHBK Tahun 2023 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud 
butir a) : 
1. Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di sekitar 

areal  PBPH PT Daya Maju Lestari; 
2. Dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali. 

2. Verifier 4.3.2 
 

: Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Daya Maju Lestari telah  menetapkan kebijakan atau 
prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen SOP 
Community Investment, No Dokumen: DML/SOP/SSD/002, Tanggal 
terbit : 27 Oktober 2022. Prosedur ini merupakan panduan 
pelaksanaan program community investment secara umum yang 
memuat metodologi untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi program community investment di PT Daya Maju Lestari.  

b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir 
a), dinilai belum mencakup seluruh masyarakat setempat. 

c. Hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan Kepala 
BPD Desa Enggelam (Sinyeng) diperoleh informasi bahwa masyarakat 
sekitar telah mendapatkan informasi dan mengetahui terkait kegiatan 
operasional PT Daya Maju Lestari di wilayahnya. Terdapat persetujuan 
dari Desa Abit terkait mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi produktif masyarakat, sementara dengan Desa Enggelam dan 
Sakaq Lotoq belum bukti persetujuan. 
 

3. Verifier 4.3.3 
 

: Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah menetapkan kebijakan atau prosedur 
terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: 
1. RKUPH PT Daya Maju Lestari Periode Tahun 2019 - 2028, yang 

telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor : 9569/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019 

2. RKTPH PT Daya Maju Lestari Tahun 2023, 2024 dan 2025 
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir 

a), dinilai belum mencakup seluruh masyarakat setempat. Kriteria 
kelengkapan rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat setempat oleh pemegang izin, antara lain yaitu 
ketersediaan informasi dari rencana jangka panjang dan pendek yang 
diturunkan dalam rencana operasionalnya. 

c) Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa program rencana 
kerja peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat setempat 
belum seluruhnya mengakomodir aspirasi masyarakat berdasarkan 
kesepakatan antara PT Daya Maju Lestari dan masyarakat yang 
dituangkan dalam penyusunan Rencana Operasional untuk masing-
masing desa binaan. 
 

4. Verifier 4.3.4 
 

: Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui 
pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 
lainnya 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang :2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 
- Peningkatan Ekonomi dalam Realisasi Kegiatan kelola sosial Tahun 

2024 - 2025, berupa pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal : 
1. Tahun 2024 sebesar 25,67 % (atau terdapat 19 orang TK Lokal dari 

74 orang karyawan) 
2. Tahun 2025 sebesar 26,25 % (atau terdapat 21 orang TK Lokal dari 

80 orang karyawan) 
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 Rata - rata sebesar  =  25,96 % 
- Realisasi Bantuan CD tahun 2024 sebesar 76,94% 

b) Sehingga prosentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat 
sektar oleh PT Daya Maju Lestari  sebesar : ( 25,67 + 26,25 + 76,94 ) 
% : 3 = 42,95 % 

Nilai Kinerja Indikator 
4.3 

: (11 /15 ) x 100 % = 73,33 % (SEDANG) 

 

Indikator 4.4 : 

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku 

 
1. Verifier 4.4.1 

 
: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab 

sosial dan lingkungan Pemegang PBPH 
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang :2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah melakukan Identifikasi kebutuhan 
masyarakat berupa:  
- penggunaan tenaga kerja setempat  
- pelaksanaan program CSR/Pemberdayaan masyarakat  

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir 
a), tersedia  
- MoU dengan Desa Enggelam Tahun 2012 
- MoU dengan Desa Sakaq Lotoq Tahun 2017 
- MoU dengan Desa Abit Tahun 2017 
- Berita Acara Pelaksanaan Sosialsasi RKT 2024 s.d. 2025  
- Notulen rapat Musrenbang Anggaran 2025 Desa Abit Kecamatan 

Mook Manaar Bulatn Tanggal 25 Oktober 2024 
c) Berdasarkan verifikasi dokumen rangakaian proses 

komunikasi/konsultasi/ koordinasi Tahun 2024 s.d. 2025 telah 
disepakati program prioritas dengan Desa Abit, sementara dengan 
Desa Sakaq Lotoq dan Desa Enggelam tidak ditemukan bukti 
kesepakatan sesuai skala prioritas dengan PT Daya Maju Lestari. 

2. Verifier 4.4.2 
 

: Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang :2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari tersedia dokumen rencana kerja tanggung 
jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan, sesuai 
dokumen: 
1. RKUPH PT Daya Maju Lestari Periode Tahun 2019 - 2028, yang 

telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor : 9569/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 13 November 2019 

2. RKTPH PT Daya Maju Lestari Tahun 2023 dan 2024 
3. Penerimaan Tenaga Kerja dari masyarakat sekitar  

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir 
a), dinilai telah mencakup sebagian masyarakat setempat.  

c) Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran desa 
binaan Tahun 2023 s.d. 2024. Program prioritas telah ditentukan 
dengan Desa Abit, sementara dengan Desa Enggelam dan Desa Sakaq 
Lotoq belum disepakati program prioritas. 

3. Verifier 4.4.3 
 

 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
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NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Tertimbang : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PBPH PT Daya Maju Lestari telah  menetapkan kebijakan atau 
prosedur terkait implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, 
sesuai dokumen SOP Community Investment, No Dokumen: 
DML/SOP/SSD/002, Tanggal terbit : 27 Oktober 2022. Prosedur ini 
merupakan panduan pelaksanaan program community investment 
secara umum yang memuat metodologi untuk perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program community investment 
di PT Daya Maju Lestari. 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir 
a), dinilai telah mencakup seluruh masyarakat setempat. 

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang 
terkena implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungantelah 
diimplementasikan dalam kegiatan : 
1. Kegiatan kelola sosial PT Daya Maju Lestari  
2. Penerimaan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar 
3. Kesepakatan Kerja sama dengan masyarakat 

4. Verifier 4.4.4 
 

: Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG Nilai Tertimbang : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PT Daya Maju Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar dengan bukti sebagai berikut : 
1. Berita Acara Pelaksanaan Sosialsasi RKT 2024 tanggal 06 Februari 

2024, bertempat di Desa Enggelam. Dari tiga desa binaan, satu 
desa telah mendapatkan sosialisasi, yaitu Desa Enggelam. 
Sementara Desa Abit dan Desa Sakaq Lotoq tidak terdapat bukti 
sosialiasi. 

2. Berita Acara Pelaksanaan Sosialsasi RKT 2025 tanggal 05 Maret 
2025, bertempat di Desa Enggelam. Dari tiga desa binaan, satu 
desa telah mendapatkan sosialisasi, yaitu Desa Enggelam. 
Sementara Desa Abit dan Desa Sakaq Lotoq tidak terdapat bukti 
sosialiasi.ri 2024 telah dilaksanakan sosialisasi kepada Desa 
Tumbang Ulu (Olong Ulu). 

b) Hasil wawancara dengan Kepala BPD Desa Enggelam (Sinyeng) 
sekitar diperoleh informasi bahwa PT Daya Maju Lestari telah 
melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan setiap PT 
Daya Maju Lestari akan melakukan buka blok RKT sosialisasi meliputi: 
1. Sosialisasi kebijakan, visi dan misi perusahaan. 
2. Sosialisasi RKT 
3. Sosialisasi Kelola Sosial, program CSR dan CD 
4. Sosialisasi kawasan lindung, HCV dan HCS 
5. Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan 
6. Sosialisasi regulasi kehutanan 
7. Batas areal kerja dan tata batas PBPH-HT 

c) Keberadaan perusahaan PT Daya Maju Lestari dinilai cukup 
memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejauh ini perusahaan menjalin 
komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dan pada prinsipnya 
masyarakat mendukung terhadap kegiatan operasional PT Daya Maju 
Lestari selama masih sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat 
dan ditandatangani. 
 

5. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 
pemegang PBPH 

 Bobot : 2 
 NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Tertimbang  : 2 x 2 = 4 
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 Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Dokumen PT Daya Maju Lestari terkait verifier ini meliputi : 
1. Laporan Rencana dan realisasi Kelola Sosial PT Daya Maju Lestari 

Tahun 2024 
2. BA Serah Terima kegiatan kelola sosial PT Daya Maju Lestari 

Tahun 2024 
b) Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Daya 

Maju Lestari tahun 2024 sebesar Rp 54.055.352,- dari rencana sebesar 
Rp 70.250.000,- dengan prosentase sebesar 76,94%. Hasil wawancara 
dengan Kepala BPD Desa Enggelam (Sinyeng) diperoleh informasi 
bahwa PT Daya Maju Lestari telah melaksanakan tanggung jawab 
Sosial dan lingkungan sesuai dengan yang telah disepakati dan ada 
kegiatan CSR PT Daya Maju Lestari yang dilaksanakan di desa binaan 
berupa: bantuan hari raya kegamaan, bantuan pembukaan akses jalan 
masyarakat dan bantuan bibit ternak. 
 
No Kegiatan Rencana 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 
Keterangan 

1 Bidang 
Pendidikan 

- -  

2 Bidang Kesehatan - -  
3 Bidang 

keagamaan 
3.000.000 6.000.000  

4 Bidang Ekonomi 39.000.000 19.485.000  
5 Bidang 

Infratruktur dan 
Prasarana 

5.000.000 9.700.000  

6 Bidang Sosial dan 
Lingkungan 

23.250.000 18.870.102  

Jumlah 70.250.000 54.055.352  
Prosentase 76,94 %  

Sumber : Laporan CD PT Daya Maju Lestari 2024 
Nilai Kinerja Indikator 

4.4 
: (17 / 24) x 100 % =  70,83 % (SEDANG). 

 

Indikator4.5 : 

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

 

1. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Tertimbang  : 3 x 1 = 3 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PT Daya Maju Lestari telah memiliki sarana hubungan industrial 
terhadap karyawannya tertuang dalam: 
1. Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PUK SP 

Kehutanan Nawasena Nomor: 500.15.12/2437/DTKT-BHI/XI/2024 
Tanggal 19 November oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Kutai Barat. 

2. Sertifikat keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia 
Nomor: 232 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 
2026.  

3. Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit Nomor:001/BA/PUK-
SPKN/DML/IV/2025 Tanggal 15 April 2025. Bukti Permohonan 
pencatatan berdasarkan Surat Nomor: 001/BA/PUK-
SPKN/DML/IV/2025 Tanggal 15 April 2025 kepada Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat.  

4. Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2025 – 2027 sesuai 
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan 
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Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 
KEP.4/HI.00.00/00.0000.241120018/P-1/III/2025 Tanggal 05 Maret 
2025 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Daya Maju 
Lestari. Masa berlaku PP ini adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak 
tanggal disahkan.    

5. Tersedia peraturan perundangan ketenagakerjaan, telah 
diimplementasikan seluruhnya meliputi kepesertaan BPJS Tenaga 
Kerja dan BPJS Kesehatan. 

6. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
disepakati. 

b) PT Daya Maju Lestari telah memiliki dokumen sarana hubungan 
industrial yang lengkap sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Perusahaan Periode 2025-2027. 

2. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang  : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PT Daya Maju Lestari memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir 
yang dituangkan dalam:  
1. Peraturan Perusahaan (PP) PT Daya Maju Lestari Periode Tahun 

2025 - 2027 Bab III tentang Golongan Karyawan dan Jenjang 
Karier Karyawan pasal 7 ketentuan jenjang karier seperti: 
 Pada dasarnya setiap karyawan yang memenuhi persyaratan 

jabatan memiliki kesempatan yang sama untuk menempati 
jabatan yang lebih tinggi  

 Kenaikan golongan/jabatan didasarkan pada: 
a. Formasi atau kebutuhan perusahaan 
b. Kemampuan karyawan 
c. Kesiapan mental karyawan 
d. Prestasi kerja karyawan 

 Dalam rangka membuka kesempatan untuk mencapai atau 
mengisi jabatan yang lebih tinggi atau untuk meningkatkan 
kemampuan kerja, dapat diadakan dengan 
memindahkan/memutasikan/merotasikan karyawan atau 
dengan memberikan pendidikan dan latihan. 

 Perusahaan dapat mengambil tindakan penurunan 
pangkat/jabatan terhadap karyawan yang mempunyai kriteria 
dan atau kinerja yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan 
oleh perusahaan. 

2. SOP Mutasi, No Dokumen: DML/SOP/HR/011, Tanggal terbit : 17 
Oktober 2022 

3. SOP Promosi dan Demosi Karyawan, No Dokumen: 
DML/SOP/HR/012, Tanggal terbit : 17 Oktober 2022 

b) PT Daya Maju Lestari telah mengimplementasikan mekanisme jenjang 
karir sebagai berikut: 
1. Tersedia Struktur Organisasi PT Daya Maju Lestari Tahun 2025 

terdapat posisi jabatan yang kosong dan dapat berpengaruh 
kepada Kepentingan Operasional 

2. Tersedia Evaluasi Kinerja Karyawan Tahun 2024 sebagai salah 
satu Aspek Implementasi kebijakan standar jenjang karier  sesuai 
SOP Promosi dan Demosi Karyawan, No Dokumen: 
DML/SOP/HR/012, Tanggal terbit : 17 Oktober 2022, namun 
Evaluasi Kinerja Karyawan Tahun 2023 tidak tersedia bukti 
dokumentasi.  

3. Terdapat Surat Keputusan Tentang Promosi: 
 SK No.081/TTP-SK-ADM/XI/2024 Tanggal 22 November 2024 

Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap  an. Markoles 
Kornelius Jabatan QA Officer Level 4 
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 SK No.028/TTP-SK-ADM/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 
Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap  an. Laurensius Fallo 
Jabatan Pengawas Nursery Level 4 

 SK No.031/TTP-SK-ADM/II/2025 Tanggal 24 Februari 2025 
Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap  an. Hendra Jabatan 
QA Officer Level 4 

Atas dasar SK Direksi di atas, maka karyawan yang bersangkutan 
mengalami kenaikan jenjang/jabatan pada struktur organisasi yang 
ditetapkan perusahaan, dan kepada karyawan tersebut berhak atas 
fasilitas dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. 

c) Prosentase Kebijakan standar jenjang karir yang telah diterapkan: 
Standar Jenjang Karir (100%) + Penilaian Kinerja Karyawan ( 50 % ) + 
SK Mutasi dan Promosi Karyawan (100 %) + Kebutuhan dan 
Kepentingan Operasional (50 %) dengan rata-rata prosentase 
pencapaian sebesar (100+ 50 +100 + 50 ) / 4 = 75 %. 

3. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier  
Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang  : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

: a) PT Daya Maju Lestari memiliki mekanisme pengembangan 
kompetensi SDM tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Daya Maju 
Lestari Periode 2025 – 2027. Implementasi pengembangan 
kompetensi SDM melalui rencana dan realisasi pengembangan 
karyawan melalui pelatihan sbb: 
1. Tahun 2023 rencana 5 jenis pelatihan dengan peserta 42 orang 

telah terealisasi 4 pelatihan  dengan peserta 59 orang  
2. Tahun 2024 rencana 4 jenis pelatihan dengan peserta 65 orang 

telah terealisasi 4 pelatihan  dengan peserta 89 orang 
b) Rata-rata realisasi pelatihan kepada karyawannya PT Daya Maju 

Lestari selama tahun 2023 dan 2024 adalah 72%, namun demikian 
realisasi pelatihan lebih mengarah kepada inhouse training dan tidak 
didasari oleh kebutuhan organisasi khususnya penyediaan GANISPH 
dan SDM di lapangan yang dinilai masih sangat kurang. 

4. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 
 Bobot : 2 
 NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Tertimbang  : 2 x 2 = 4 
 Ringkasan 

Justifikasi 
 a) Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan PT Daya Maju Lestari 

tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025 – 2027 
Bab VII Jaminan Sosial dann Kesejahteraan 

No. 
Pasal dalam 
Peraturan 

Perusahaan 

Bentuk Realisasi 
Tunjangan 

Kesejahteraan Karyawan 
Bukti Dokumentasi 

 Bab VII Jaminan Sosial dan Kesejahteraan 
1.  Pasal 28 Jaminan 

Pemeliharaan 
Kesehatan 

 Jaminan pemeliharaan 
kesehatan bertujuan 
untuk memulihkan 
kesehatan karyawan 
dan keluarganya 
sebagai bantuan biaya 
pengobatan/pemelihar
aan kesehatan 

 Bantuan pemeliharaan 
kesehatan diberikan 
kepada semua 
Karyawan Tetap dan 
Karyawan Tidak tetap 
beserta keluarganya 
sesuai dengan 
ketentuan dan 
terdaftar di 

 Bukti Iuran BPJS 
Kesehatan dan 
Tenaga Kerja 
setiap bulan 
selama periode 
tahun 2023 dan 
2024. 
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administrasi 
personalia 
perusahaan, 

 Pemeliharaan 
kesehatan untuk 
karyawan harian lepas 
akan mengikuti 
ketentuan jaminan 
pemeliharaan 
kesehatan yang telah 
ditentukan oleh 
pemerintah. 

 Batas maksimum 
penggantuian biaya 
pengobatan diatur 
lebih lanjut dengan 
peraturan teknis. 

2.  Pasal 29 Koperasi 
Karyawan 

 Dalam rangka 
meningkatkan 
prooduktivitas kerja 
perlu diiringi dengan 
peningkatan 
kesejahteraan 
karyawan 

 Bahwa peningkatan 
kesejahteraan 
karyawan tidaklah 
harus tergantung pada 
gaji semata. Salah 
satu usaha/sarana 
penunjang kearah 
peningkatan 
kesejahteraan 
karyawan adalah 
melalui 
penyelenggaraan 
koperasi karyawan. 

 Perusahaan sesuai 
dengan 
kemampuannya 
mendorong kea rah 
bertumbuh-
kembangnya koperasi 
karyawan. 

  Perusahaan 
mengarahkan semua 
karyawan untuk 
berpartisipasi 
menjadia nggota 
kkoperasi secara aktif 
sehingga dapat juga 
menjadi media 
pengenalan 
pengelolaan 
wirausaha.  

 Koperasi 
Karyawan tidak 
aktif 

3  Pasal 30 Keluarga 
Berencana 

 Program keluarga 
berencana juga 
merupakan 
usaha/sarana 
penunjang untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
karyawan, sehingga 

 Program 
Keluarga 
Berencana Tidak 
Berjalan 
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diperlukan peran serta 
secara aktif dari 
karyawan maupun 
perusahaan. 

Sumber: Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2025-2027 
b) Hasil Observasi fasilitas kesejahteraan yang ada di Base Camp PT 

Daya Maju Lestari yang ada di KM 26, fasilitas kesejahteraan yang ada 
di PT Daya Maju Lestari tersedia memadai, namun masih perlu 
ditingkatkan untuk fasilitas MCK, mess karyawan (masih semi 
permanen), dan olahraga. 

Nilai Kinerja Indikator 
4.5 

: (13 / 18) x 100 % = 72,22 %  ( SEDANG) 

 

 
2.2. PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU 

Prinsip 1. 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1 Veriɚer 
1.1.1.a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasa
n 
Justiɚkasi 

: a. Berdasarkan veriɚkasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka 
diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK PBPH PT Daya Maju Lestari 
telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen 
legal tersebut sebagai berikut : 
- PT Daya Maju Lestari telah memiliki dokumen Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 
291/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Daya 
Maju Lestari (d.h PT Marimun Timber & Industries) Seluas 70.593,21 Ha 
di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi 
Kalimantan Timur tanggal 29 Juni 2018. Pada SK tersebut dilengkapi 
dengan Peta Areal Kerja skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya 

- PT Daya Maju Lestari telah memiliki dokumen Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang 
Perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam 
kepada PT Daya Maju Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 54.405 
di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten 
Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. SK tersebut dilengkapi dengan 
Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000 yang ditandatangani oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Siti Nurbaya). 

- PT Daya Maju Lestari memiliki dokumen Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK 
568/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tentang Perubahan atas Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang 
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan 
Alam Kepada PT Daya Maju Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 
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54.405 Ha Di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan 
Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.  

- Hasil pemeriksaan Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari 
skala 1 : 100.000 (Lampiran Peta SK Menhut No. 
SK.187/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2019 tanggal 28 Februari 2019) dengan 
Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran Keputusan 
Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) 
menunjukkan bahwa areal PT Daya Maju Lestari Blok I, Blok II dan Blok 
III telah sesuai dengan fungsinya, dimana: 

 Hutan Produksi Tetap  (Blok I: 30.730 Ha (56,5%)) 

 Hutan Produksi Terbatas (Blok II: 10.330 Ha, Blok III: 13.345 Ha 
(43,5%) ) 

b. PT Daya Maju Lestari memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan 
administrasi pendirian Perseroan Terbatas dan legalitas lainnya sebagai 
berikut :  
- Akta pendirian perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 

140 tanggal 18 Juli 2008 di hadapan Notaris Eliwaty Tjitra, S.H di Jakarta. 
Dokumen Akta Pendirian Perusahaan telah mendapat Pengesahan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-
58881.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 4 September 2008;  

- Akta perubahan terakhir No. 55 tanggal 20 September 2024 oleh Notaris 
Darmawan Tjoa, S.H. Akta Perubahan telah diberitahukan ke 
Kemenkumham dan telah diterima dan dicatat dengan No. AHU-
AH.01.09.0253837 tanggal 20 September 2024. 

- Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko dengan No. 
8120008862848 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 
2018 dan mengalami perubahan ke-4 tanggal 1 Desember 2023; 

- NPWP No. 02.679.941.1-03.000 atas nama PT Daya Maju Lestari. 

2
. 

Veriɚer 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan 
(N/A jika tidak ada) 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasa
n 
Justiɚkasi 

: Pada areal PBPH PT Daya Maju Lestari diveriɚkasi terdapat penggunaan kawasan 
yang sah di luar kegiatan PBPH yaitu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 
(PPKH) pertambangan batu bara untuk jalan angkutan batu bara dan Penggunaan 
jalan Provinsi dengan rincian sebagai berikut : 

N
o. 

Peruntukan/ 
Nama 

Pemegang 
Izin 

Nomor dan tanggal SK 
Luas 
Izin 
(Ha) 

Luasa
n 

dalam 
konse
si (Ha) 

Keterang
an 

1 

PPKH 
Pertambanga
n Batubara 
PT Fajar 
Sakti Prima 

SK Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
Nomor: 
SK.829/MENLHK/SETJE
N/PLA.0/10/2019, 
tanggal 17 Oktober 
2019 

376,5
0 123,75 

Pembangu
nan Jalan 
Khusus 
Angkutan 
Batubara 
dan 
Sarana 
Penunjang
nya 
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2 
Pembanguna
n Jalan 
Provinsi 

Surat Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan Dinas 
Pekerjaan Umum 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 
602/18/PPTK/PEMB.JL/
SLSP. ABIT/IX/2013 
tanggal 20 September 
2013 

23,2 23,2 

Jalan 
lintas 
Provinsi 
sepanjang 
± 19,3 Km 

3 

Pembanguna
n jalan Kota 
Bangun 
(Kukar) – 
Melak 
(Kubar) 

Surat Kepala Bidang 
Bina Marga Pemerintah 
Provinsi Kaltim Nomor : 
600.1.2/92/BIS-BM 
tanggal 3 Maret 2025 

  

Rencana 
jalan 
sepanjang 
8,21 Km  
(Masih 
dalam 
proses 
permohon
an, namun 
telah 
diidentiɚka
si) 

 Total   146,95  
 

 

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

 

1 Veriɚer 
2.1.1.a. 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) 
dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari berbasis IHMB 
periode tahun 2019 – 2028 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor : SK.9569/MenLHK-
PHPL/UHP.1/11/2019 tanggal 13 November 2019. Dokumen Surat 
Keputusan ditanda tangani oleh Pejabat a.n. Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM/ 
NIP. 19640930 198903 1 001 dan salinan sesuai dengan aslinya ditanda 
tangani oleh Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerja sama Teknik, 
Fahrurrazi, S.H/ NIP. 19631015 199403 1 002. SK RKU berlaku sejak 
tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2028. 

b. Dokumen RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi lampiran Peta Rencana 
Kerja skala 1 : 50.000, yang telah dinilai dan disetujui oleh Direktur Usaha 
Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Istanto M.Sc., (NIP 
19621119 199003 1 001) pada tanggal 13 November 2019. Berdasarkan 
dokumen RKUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari Berbasis IHMB Periode 
Tahun 2019 s/d 2028 tersebut, sistem silvikultur yang diterapkan adalah 
TPTI, THPB dan SILIN. 
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- Rencana penebangan dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 
Tahun 2019 s/d 2028 dengan sistem TPTI adalah: 
a. Etat Luas Maksimum ± 6.728 Ha/10 tahun 
b. Etat Volume Maksimum ± 192.455,09 m³/10 tahun 

- Rencana penyiapan lahan dan penanaman dengan sistem THPB 
pada areal non hutan seluas ± 27.116 Ha. 

- Rencana penanaman dengan teknik Silvikultur Intensif (SILIN) 
seluas ± 3.849 ha sela daur, dengan target luas penanaman tahunan 
diatur dalam RKTUPHHK-HA. 

2
. 

Veriɚer 
2.1.2.a. 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional 
di bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL 
Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari berbasis IHMB 
periode tahun 2019 – 2028 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor : SK.9569/MenLHK-
PHPL/UHP.1/11/2019 tanggal 13 November 2019. 

b. Dokumen RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi lampiran Peta Rencana 
Kerja skala 1 : 50.000, yang telah dinilai dan disetujui oleh Direktur Usaha 
Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Istanto M.Sc., (NIP 
19621119 199003 1 001) pada tanggal 13 November 2019. 

c. Terdapat dokumen (buku) Perubahan RKTPH Tahun 2023 PT Daya Maju 
Lestari yang disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan 
disahkan oleh Direktur Utama PT Daya Maju Lestari melalui SK No. 
002/DIR/RKT-DML/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 dengan masa 
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Buku Perubahan 
RKTPH Tahun 2023 dilengkapi dengan lampiran peta Perubahan RKTPH 
Tahun 2023 PT Daya Maju Lestari dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat 
oleh Ganis Canhut (Iwan Ramadiawan Heksaputra, S.Hut.) dan disetujui 
oleh Direktur (Agus Darmawanto). 

d. Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2024 PT Daya Maju Lestari 
yang disusun secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan 
disahkan oleh Direktur Utama PT Daya Maju Lestari melalui SK No. 
SK.001/DIR/RKT-DML/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan masa 
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Buku RKTPH Tahun 
2024 dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2024 PT Daya Maju 
Lestari dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut 
(Lambertus Laga/ No., Reg. 01210006786) dan disetujui oleh Direktur 
Utama (Kristian Hamonangan Sihaloho, S.Hut.). 

e. Terdapat dokumen (buku) Perubahan RKTPH Tahun 2024 PT Daya Maju 
Lestari yang disusun secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT 
dan disahkan oleh Direktur Utama PT Daya Maju Lestari melalui SK No. 
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SK.002/DIR/RKT-DML/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan 
masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Buku 
Perubahan RKTPH Tahun 2024 dilengkapi dengan lampiran peta 
Perubahan RKTPH Tahun 2024 PT Daya Maju Lestari dengan skala 1 : 
38.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut (Lambertus Laga/ No., Reg. 
01210006786) dan disetujui oleh Direktur Utama (Kristian Hamonangan 
Sihaloho, S.Hut.). 

f. Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2025 PT Daya Maju Lestari 
yang disusun secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan 
disahkan oleh Direktur Utama PT Daya Maju Lestari melalui SK No. 
SK.001/DIR/RKT-DML/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 dengan masa 
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Buku RKTPH Tahun 
2025 dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2025 PT Daya Maju 
Lestari dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut 
(Lambertus Laga/ No., Reg. 01210006786) dan disetujui oleh Direktur 
Utama (Kristian Hamonangan Sihaloho, S.Hut.). Adapun target pada 
RKTPH Tahun 2025 yaitu sebagai berikut : 

 Target pada RKTPH Tahun 2025 dengan sistem silvikultur THPB 
yaitu seluas 947,20 ha dan volume 113.664,00 m3 meliputi : 
- Hutan Tanaman : 

 Akasia sp luas 659,00 ha dan volume 79.080,00 m3; 
 Eukaliptus luas 288,20 ha dan volume 34.584,00 m3. 

- Tanah kosong atau semak belukar seluas 0 ha dengan volume 0 
m3; 

- LOA seluas 0 ha dengan volume sebesar 0 m3. 
 Target THPB PWH Tahun 2025 meliputi : 

- Menuju Blok : Panjang Jalan Utama 0, Panjang Jalan Cabang 0, 
jumlah pohon 0 dan volume 0 m3; 

- Dalam Blok : Panjang Jalan Utama 39 Km, Panjang Jalan 
Cabang 323 Km, jumlah pohon 0 dan volume 0 m3; 

 Target THPB Carry Over RKTPH 2025 
- Hutan Tanaman : - 
- Tanah kosong atau semak belukar seluas 0 ha dengan volume 0 

m3; 
- LOA seluas 0 ha dengan volume sebesar 0 m3. 

 Target THPB PWH Carry Over Tahun 2025 meliputi : 
- Menuju Blok : Panjang Jalan Utama 0, Panjang Jalan Cabang 0, 

jumlah pohon 0 dan volume 0 m3; 
- Dalam Blok : Panjang Jalan Utama 0, Panjang Jalan Cabang 0, 

jumlah pohon 0 dan volume 0 m3; 
 Target TPTI Murni RKTPH Tahun 2025  : - 
 Target TPTI PWH RKTPH Tahun 2025  : - 

3 Veriɚer 2.2.1. 
a. 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Laporan Hasil Cruising (LHC) pada PBPH PT Daya Maju Lestari dimulai 
dari hasil pengolahan data pohon dari kegiatan Pre Harvest Inventory 
(PHI) pada petak kerja tebangan. PHI merupakan kegiatan inventarisasi 
tanaman pada umur satu tahun sebelum penebangan (T-1). Intensitas 
sampling pada kegiatan PHI yaitu sebesar 1% pada seluruh petak tanam 
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dengan metode sistematik random sampling. Adapun kelengkapan 
Laporan Hasil Cruising (LHC) pada rentang waktu audit yaitu : 
a. Laporan PHI Tahun 2023 dan Tahun 2024 
b. Rekapitulasi Hasil Cruising/ Inventarisasi Tegakan pada Areal 

Tanaman intensitas sampling 1% 
c. Peta Pre Harvest Inventory skala 1 : 10.000 untuk setiap masing-

masing petak 
b. Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada lokasi PHI di 

kompartemen MJC0123 Blok RKTPH Tahun 2025 pada koordinat S 00 6’ 
20,452” dan E 1160 0’ 33,74” dijumpai penandaan berupa pita merah 
dengan informasi yaitu nomor petak, nomor plot, tanggal inventarisasi, 
petugas PHI dan pita biru dengan informasi nomor pohon, tinggi pohon 
dan diameter pohon. 

4
. 

Veriɚer 2.2.1. 
b. 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah 
mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan 
bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Terdapat lampiran peta RKTPH Tahun 2023, lampiran peta RKTPH Tahun 
2024 dan lampiran peta RKTPH Tahun 2025 PT Daya Maju Lestari, 
dengan skala 1 : 50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang 
beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Sempadan 
Sungai, Buffer Zone HL, Kawasan Kantong Satwa, Kawasan Konservasi 
In situ dan KPPN. Kawasan lindung pada peta RKTPH Tahun 2023, 2024, 
2025 tergambar di peta dengan warna merah. 

b. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza 
maps, terkait penataan batas kawasan dilindungi, yaitu dijumpai tanda 
batas Sempadan Sungai Belauk, Sempadan Sungai Ruang, Sempadan 
Sungai Berema/ Bongan yang berada di Blok RKTPH 2024, yang 
penandaannya berupa plang/ sign board, Patok Pipa paralon dan cat 
merah (X). 

5
. 

Veriɚer 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: PT Daya Maju Lestari memiliki lampiran peta RKTPH Tahun 2023, lampiran 
peta RKTPH Tahun 2024 dan lampiran peta RKTPH Tahun 2025 PT Daya 
Maju Lestari, dengan skala 1 : 50.000  yang telah memuat/ menggambarkan 
lokasi Blok dan petak tebangan. Blok & Petak RKTPH 2024 digambarkan 
dengan warna hijau dan Blok & Petak RKTPH 2025 digambarkan dengan 
warna coklat muda. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps 
terkait penandaan batas Blok dan petak dijumpai adanya penandaan, 
diantaranya: 

a. Batas blok RKTPH 2025 ditandai dengan plang/sign board berada pada 
koordinat S 00 6’ 5,952” E 1160 1’ 27,931” ; 

b. Batas blok RKTPH 2025 ditandai dengan cat merah polet 2 berada pada 
koordinat S 00 6’ 37,466” E 1150 57’ 56,71” ; 

c. Batas Compartment MJE075 dengan Compartment MJE076 pada Blok 
RKTPH 2025 ditandai dengan patok kayu cat merah berada pada 
koordinat S 00 7’ 1,145” E 1150 57’ 56,961” ; 
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d. Batas Compartment MJC319 pada Blok RKTPH 2025 ditandai dengan 
patok pipa paralon warna putih dengan cat hitam berada pada koordinat 
S 00 6’ 31,623” E 1160 0’ 23,284” ; 

e. Batas Compartment MJC141 pada Blok RKTPH 2025 ditandai dengan 
patok pipa paralon warna putih dengan cat hitam berada pada koordinat 
S 00 6’ 19,244” E 1160 0’ 38,232” ; 

f. Batas Compartment MJB132 pada Blok RKTPH 2024 ditandai dengan 
patok pipa paralon warna putih dengan cat hitam berada pada koordinat 
S 00 1’ 47,444” E 1160 1’ 22,032” ; 

g. Batas Compartment MJC018 pada Blok RKTPH 2024 ditandai dengan 
patok pipa paralon warna putih dengan cat hitam berada pada koordinat 
S 00 7’ 48,734” E 1160 2’ 13,205” ; 

h. Batas Compartment MJC084 pada Blok RKTPH 2024 ditandai dengan 
patok pipa paralon warna putih dengan cat hitam berada pada koordinat 
S 00 7’ 49,073” E 1160 2’ 13,161” ; 

i. Batas Compartment MJD056 pada Blok RKTPH 2024 ditandai dengan 
patok pipa paralon warna putih dengan cat hitam berada pada koordinat 
S 00 9’ 13,183” E 1160 2’ 39,063”. 

6
. 

Veriɚer 2.2.1. 
d 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami 
pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan 
budidaya tanaman. 

Nilai : Not Applicable 

  PBPH PT Daya Maju Lestari pada saat Penilikan ke-1 tidak memanfaatkan 
hasil hutan kayu tumbuh alami untuk kegiatan persiapan lahan tanaman HTI. 
Seluruh kegiatan persiapan lahan untuk tanaman diperoleh dari areal 
replanting dan semak belukar. 

 

Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Veriɚer 
3.1.1.a 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak terdapat 
rencana pemanenan kayu alam pada Blok TPTI, sedangkan pada Blok 
THPB terdapat perencanaan pemanenan pada kayu tanaman, dengan 
rincian sebagai berikut. 

b. Pada rentang waktu audit (November 2023 s.d April 2025) PT Daya Maju 
Lestari belum melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hasil pemanenan 
kayu tanaman dengan rincian sebagai berikut : 
- Pada RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 : Nihil. 
- Pada RKTPH Tahun 2025 (s.d April 2025) : Nihil 

c. Berdasarkan LMKB periode April 2025 terdapat stok kayu dengan total 
571 batang dan volume 2.981,47 periode lama yaitu : 
- TPK Hutan : 570 batang ; volume 2.954,45 m3; 
- TPK Antara Logpond : 1 batang ; 27,02 m3  

d. Terhadap stok kayu sebanyak 571 batang dan volume 2.981,47 m3 
berasal dari LHP pada Blok TPTI dari RKT Tahun 2018 yang berada di 
Unit II (Blok II & III) dan diterbitkan oleh GANIS PKB yang ditugaskan 
sebagai Penerbit LHP atas nama Subhan Iskandar No. Reg. 02104-
13/PKB- R/XX/2016 yang ditunjuk sebagai pembuat LHP berdasarkan SK 
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District Departement Head No. 002/DML/P.LHP-DML/I/2018 tanggal 04 
Januari 2018. 

e. Adapun penerbitan dokumen LHP terakhir yaitu pada tahun 2018 yang 
berada di Blok TPTI dengan jumlah 7 set LHP dengan total volume 
sebesar 4.515,67 m3 terdiri dari LHP pada Blok sebanyak 4.167,10 m3 
dan LHP pada PWH sebanyak 349,57 m3. 

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana 
SIPUHH yang berada di lokasi PBPH PT Daya Maju Lestari yaitu dijumpai 
diantaranya : 
- Petugas operator SIPUHH atas nama Didik Winarko, yang ditunjuk 

oleh Direktur Utama PT Daya Maju Lestari berdasarkan Surat 
Keterangan Nomor: 002/DML/LCS/I/2025 Tanggal 3 Januari 2025. 

- Komputer, printer dokumen dan jaringan internet (CMT Network 
Solution) yang berada di Distrik Muara Jawaq Km 23. 

2 Veriɚer 
3.1.2.a 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi 
dokumen angkutan yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Pada rentang waktu audit (November 2023 s.d April 2025) PT Daya Maju 
Lestari belum melakukan pengangkutan kayu bulat sehingga belum 
menerbitkan dokumen SKSHHK, baik penerbitan dokumen SKSHHK dari 
TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond maupun dari TPK Antara 
Logpond menuju industri. 

b. Adapun penerbitan dokumen SKSHHK terakhir yaitu pada periode Tahun 
2018/2019 dengan rincian sebagai berikut : 
- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara 

Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 30 set 
dokumen SKSHHK dengan jumlah 263 batang dan volume sebesar 
1.250,05 m3. Dokumen SKSHHK di TPK Hutan periode bulan Februari 
2018 s.d Januari 2019 diterbitkan oleh GANIS PKB atas nama Joko 
Purwanto dengan No. Reg. 01272-13/PKB-R/XX/2013; 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Logpond menuju 
industri dengan menggunakan tongkang yaitu sebanyak 2 set 
dokumen SKSHHK dengan jumlah 429 batang dan volume sebesar 
2.033,21 m3. Dokumen SKSHHK di TPK Antara Logpond periode 
bulan Februari 2018 s.d Januari 2019 diterbitkan oleh GANIS PKB 
atas Baskoro Winarno, M.P dengan No. Reg. 00704-11/PKB-
R/XX/2012. 

c. Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat periode audit (November 
2023 s.d April 2025) untuk lokasi TPK Hutan dan TPK Antara Logpond, 
dengan rincian stok sebagai berikut : 

No. Uraian 
TPK Hutan TPK Antara 

Logpond 
Btg M3 Btg M3 

1 Stok Awal 570 2,954.4
5 

1 27.02 

2 Penambahan     

a LHP - - - - 
b Kayu dari TPK Hutan - - - - 

3 Pengurangan     

a 
Kayu keluar dari TPK Hutan 
ke industri - - - - 

b DKDS - - - - 
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4 Stok Akhir 570 2,954.4
5 

1 27.02 
 

3
. 

Veriɚer 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau 
hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Stok kayu di lapangan sesuai LMKB per tanggal 30 April 2025 dengan 
total yaitu 571 batang dan volume 2.981,47 m3 terdiri dari stok TPK Hutan 
yang berada di Desa Mamahak Besar, Kec. Long Bagun, Kab. Mahakam 
Ulu yaitu sebanyak 570 batang dan volume 2,954,45 m3, stok TPK Antara 
Logpond yang berada di Desa Mamahak Besar, Kec. Long Bagun, Kab. 
Mahakam Ulu yaitu sebanyak 1 batang dan volume 27,02 m3. 

b. Pada stok kayu tersebut dijumpai tanda-tanda PUHH pada kayu log 
diantaranya cat putih yang berisi nomor produksi dan label id barcode 
warna kuning. 

c. Uji petik lacak balak dilakukan secara dokumen dikarenakan lokasi yang 
tidak bisa diakses. Berdasarkan lacak balak berdasarkan dokumen, PT 
Daya Maju Lestari memiliki dokumentasi yang lengkap dari dokumen TPK 
Antara menuju industri hingga dokumen LHP. 

4
. 

Veriɚer 
3.2.1.a 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar 
lunas.  

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

 

: a. Pada periode Penilikan Ke-1 (November 2023 s.d April 2025) PT Daya 
Maju Lestari tidak melakukan kegiatan penebangan pada kayu hutan alam 
dan kayu hutan tanaman sehingga tidak terdapat penerbitan LHP dan 
tidak terdapat kewajiban pembayaran DR PSDH. Penerbitan kode billing 
DR PSDH terakhir yang diterbitkan oleh PT Daya Maju Lestari yaitu 
periode Februari 2018 – Januari 2019 dengan jumlah LHP sebanyak 7 set 
dan volume sebesar 4.515,67 m3 dengan jumlah total DR sebesar US 
$ 73.061,31 dan PSDH sebesar Rp 352.457.370. 

b. Seluruh tagihan PNBP DR dan PSDH telah dibayar lunas oleh pihak 
perusahaan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) DR dan 
PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP dengan transfer dari Bank BNI yaitu 
DR sebesar US $ 73.061,31 dan PSDH sebesar Rp 352.457.370. 

c. Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Daya Maju Lestari, 
diveriɚkasi bahwa seluruh LHP telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan 
status “lunas” dan tidak terdapat tunggakan PNBP. 

5
. 

Veriɚer 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk 
sertiɚkasi awal) 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. PT Daya Maju Makmur telah memiliki Sertiɚkat Pengelolaan Hutan Lestari 
(S-PHL) dengan Nomor 059.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi 
penggunaan tanda Sistem Veriɚkasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) 
yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya sesuai dengan 
Surat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK Nomor : 47/SL-
SVLK/017/DML/12.2023 tanggal 1 Maret 2024. Diveriɚkasi Sertiɚkat PHL 
PT Daya Maju Makmur ditetapkan tanggal 15 Desember 2023 dengan 
Predikat SEDANG dan masa berlaku dari tanggal 15 Desember 2023 s.d. 
14 Desember 2029. 

b. Berdasarkan surat perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK 
diveriɚkasi PT Daya Maju Makmur berhak membubuhkan Tanda SVLK 
dengan Nomor : Sustainable PHL-31-01-0059. 
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c. Pembubuhan Tanda SVLK diatur sesuai ketentuan pada Lampiran 8 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 
2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Veriɚkasi 
Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. 

 

Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1 Veriɚer 
4.1.1. 

: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: PT Daya Maju Lestari memiliki dokumen Adendum ANDAL dan RKL – RPL 
Tahun 2019 Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam 
Seluas ± 73.625 Ha menjadi ± 54.405 Ha di Kecamatan Mook Manaar Bulatn 
Kab.Kutai Barat, Kecamatan Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, dan Kecamatan 
Muara Wiss Kab. Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen 
Adendum ANDAL dan RKL – RPL Tahun 2019 telah mendapatkan 
pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas 
PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/ 946/ LINGK/ DPMPTSP/ V/ 
2019 tanggal 22 Mei 2019. 

2. Veriɚer 
4.1.2.a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: PT Daya Maju Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disahkan 
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 
Nomor : 503/ 946/ LINGK/ DPMPTSP/ V/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang 
Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Adendum untuk Jenis Rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 
(UPHHK-HA) PT Daya Maju Lestari seluas ± 73.625 Ha menjadi ± 54.405 Ha. 

Dokumen RKL-RPL tersebut disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang 
telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Rencana pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan dalam dokumen RKL RPL sesuai dengan dampak 
penting dan besar ANDAL. Secara keseluruhan, RKL dan RPL disajikan dalam 
bentuk tabel Matriks RKL dan RPL dalam rangka 
pengendalian/penanganan/pengembangan dampak penting. 

3. Veriɚer 
4.1.2.b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek 
ɚsik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi 
terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Selama periode 18 bulan terakhir PT Daya Maju Lestari telah membuat 
laporan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan 
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut : 
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No
. 

Periode 

Keberada
an Tujuan 

Pelaporan 
SIMPEL 

Waktu 
Pelapo

ran 
SIMPE

L 

Ket 
Ad
a 

Tida
k 

Ada 

1 
Semester 
II Tahun 
2023 

√  

- KemenLHK 
- DLH Prov. 

Kaltim 
- DLH Kab. Kutai 

Barat 

Waktu 
pelapo

ran 
pada 

SIMPE
L tidak 
terlihat

/ 
tercant

um  

Berdasarka
n informasi 
dari Ibu Siti 
Maisarah 
selaku 
operator 
SIMPEL, 
penyampaia
n laporan 
pelaksanaan 
RKL RPL 
melalui 
SIMPEL 
dilakukan 
sesuai 
dengan tata 
waktunya 
dan tidak 
lewat 
periode 
pelaporanny
a 

2 
Semester 
I Tahun 
2024 

√  

- KemenLHK 
- DLH Prov. 

Kaltim 
- DLH Kab. Kutai 

Barat 

3 
Semester 
II Tahun 
2024 

√  

- KemenLHK 
- DLH Prov. 

Kaltim 
- DLH Kab. Kutai 

Barat 

 

b. Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan periode 
Semester II Tahun 2023 dan Semester I & II Tahun 2024 telah 
disampaikan melalui SIMPEL dan berdasarkan informasi dari Ibu Siti 
Maisarah selaku operator SIMPEL, penyampaian laporan pelaksanaan 
RKL RPL melalui SIMPEL dilakukan sesuai dengan tata waktunya dan 
tidak lewat periode pelaporannya. 

c. Selama periode audit terdapat bukti implementasi pengelolaan dan 
pemantauan dampak penting aspek ɚsik- kimia, biologi dan sosial yaitu 
berupa : 
- Kegiatan pengelolaan berupa penandaan batas pada Kawasan 

Lindung pada RKTPH 2024 yaitu Sempadan Sungai Belauk, 
Sempadan Sungai Ruang dan Sempadan Sungai Berema/ Bongan 
berupa plang/ sign board, Patok Pipa paralon dan cat merah (X); 

- Kegiatan pemantauan curah hujan dengan ombrometer yang berada 
pada Kantor Km 23; 

- Kegiatan pemantauan laju erosi dengan metode tongkat di lokasi 
Comp MJC034 RKTPH 2024 (Hutan Tanaman) dan Comp MJC034 
RKTPH 2024 (Hutan Alam di S. Bongan); 

- Kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai dan Debit Air 
Sungai pada sungai boongan, sungai sakaq, sungai jintan dan sungai 
enggelam; 

- Kegiatan pemantauan kualitas air meliputi parameter fisika (4 item), 
kimia anorganik (29 item), mikrobiologi (3 item). Hasil uji lab 
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berdasarkan Laporan Hasil Uji Kualitas Air Tahun 2024 dari 
Laboratorium Lingkungan PT Global Environment Laboratory dari 
masing-masing parameter tersebut nilainya di bawah baku mutu; 

- Pemasangan plang himbauan dilarang membuka lahan (beladang), 
membakar hutan & lahan, illegal logging, berburu flora dan satwa liar; 

- Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama 
rentang waktu audit yaitu berupa 1) bantuan bibit ternak babi; 2) 
bantuan hari raya dana Idul Fitri; 3) bantuan dana hari natal; 4) 
bantuan rehab Lamin Adat; 5) bantuan pembukaan akses jalan 
masyarakat; 6) pelatihan pembuatan pupuk kompos. 

d. PT Daya Maju Lestari memiliki 3 regu inti yang terdiri dari 48 orang (1 
ketua regu dan 15 anggota regu) dari kewajiban 2 regu, sudah sesuai 
dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 37 
ayat (2), baru 23 personil regu inti yang memiliki kompetensi di bidang 
pengendalian kebakaran hutan sebagaimana tercantum dalam 
PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Pasal 35 ayat 
(3). 

e. Berdasarkan daftar sarpras dalkarhutla PT Daya Maju Lestari periode 
Maret 2025, diverifikasi kondisi sarpras Jumlah dan Jenis sudah diatas 
50% dari yang  dipersyaratkan PermenLHK No. P.32 tahun 2016. 

 

 

 

Prinsip 5. 
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Veriɚer 
5.1.1. a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. PT Daya Maju Lestari telah melakukan identiɚkasi bahaya, risiko dan tindakan 
pencegahan, penanganan K3 di setiap kegiatan operasional yang tertuang 
dalam dokumen Risk Assessment masing-masing departemen/bagian. 

b. Selain itu PT Daya Maju Lestari memiliki dokumen Standard Operational 
Procedure (SOP) terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjumlah 
11 judul, yaitu sebagai berikut: 

- SOP Investigasi Kecelakaan No. Dok : DML/SOP/HSE/002, tanggal 
terbit : 17 Oktober 2022; 

- SOP Inspeksi Lingkungan Kesehatan & Keselamatan Kerja No. Dok : 
DML/SOP/HSE/003, tanggal terbit : 17 Oktober 2022; 

- SOP Pelayanan Kesehatan Kerja No. Dok : DML/SOP/HSE/004, tanggal 
terbit : 17 Maret 2025; 

- SOP Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri No. Dok : 
DML/SOP/HSE/005, tanggal terbit : 17 Oktober 2022; 

- SOP Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Gawat Darurat No. Dok : 
DML/SOP/HSE/006, tanggal terbit : 17 Oktober 2022; 

- SOP Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Kerja No. Dok : 
DML/SOP/HSE/007, tanggal terbit : 17 Oktober 2022; 

- SOP Penilaian Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja (Kebisingan, 
Getaran, Suhu dan Pencahayaan) No. Dok : DML/SOP/HSE/008, tanggal 
terbit : 17 Oktober 2022; 
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- SOP Pengoperasian dan Pemindahan Alat Berat No. Dok : 
DML/SOP/HSE/009, tanggal terbit : 17 Oktober 2022; 

- SOP Pengelolaan Perubahan (Change Management) No. Dok : 
DML/SOP/HSE/010, tanggal terbit : 17 Oktober 2022; 

- SOP Ijin Pekerjaan Khusus No. Dok : DML/SOP/HSE/013, tanggal terbit : 
17 Oktober 2022; 

- SOP Keselamatan Berkendaraan dan Kartu Ijin Mengemudi Perusahaan 
(KIMPER) No. Dok : DML/SOP/HSE/014, tanggal terbit : 17 Oktober 
2022. 

c. PT Daya Maju Lestari memiliki personil yang bertanggung jawab dalam 
implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 telah didaftarkan ke 
Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 
500.15.18.5/5080/DTKT-III tanggal 25 September 2024. Adapun susunan 
kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut : 
 Ketua  : Khalilur Rahman 
 Wakil Ketua : Andi Sibuea 
 Sekretaris : Harianto Simangunsong 
 Anggota : 12 orang 

2. Veriɚer 
5.1.1. b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang 
dimiliki oleh PT Daya Maju Lestari, yaitu berupa : 

1) Peralatan Alat Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat di kantor Km 23, 
kantin, dapur, mes karyawan, tangki BBM, rumah genset, gudang dalkarhutla 
dan TPS Limbah B3.  

2) Tersedia APD berupa Helm, Sepatu safety dan rompi. Hasil pengamatan 
lapangan dapat dilihat bahwa seluruh karyawan telah menggunakan APD 
tersebut pada saat bekerja. 

3) Kotak P3K berisi obat-obatan tersedia di kantor Km 23 dan gudang 
dalkarhutla. 

4) Pemasangan rambu-rambu K3 yaitu plang utamakan keselamatan & 
kesehatan kerja dan wajib memakai APD di pasang di kantor Km 23, Rumah 
Genset dan TPS Limbah B3. 

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan bahwa 
perusahaan memiliki peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, risiko 
dan tindakan pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan berfungsi 
dengan baik (diantaranya belum kadaluwarsa) 

3. Veriɚer 
5.1.1. c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. PBPH PT Daya Maju Lestari telah memiliki Laporan Triwulan P2K3 yang 
memuat catatan kecelakaan kerja dan pada rentang waktu audit laporan 
yang tersedia yaitu Laporan P2K3 Triwulan IV Tahun 2023, Laporan P2K3 
Triwulan I, II, III & IV Tahun 2024 dan Laporan P2K3 Triwulan I Tahun 2025. 
Berdasarkan laporan tersebut terdapat catatan kecelakaan kerja sebanyak 7 
kejadian dengan kategori ringan dan sedang. 
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b. Laporan P2K3 telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai bukti tanda 
terima yang tercantum dalam daftar distribusi. 

c. PT Daya Maju Lestari memiliki upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui : 
- Melaksanakan identifikasi terhadap proses kegiatan perusahaan yang 

memiliki risiko tinggi kecelakaan di lapangan/RA (Risk Assessment); 
- Melakukan sosialisasi secara langsung kepada karyawan maupun tidak 

langsung yaitu SOP serta pemasangan sign board perihal pentingnya 
sistem K3/safety induction; 

- Apel Pagi/briefing perihal pentingnya keselamatan kerja setiap hari 
kecuali hari minggu; 

- Inspeksi K3 ke tempat kerja /lingkungan kerja karyawan seperti kantin 
dll.; 

- Meningkatkan dan melengkapi sarana pendukung K3 (APD) dan sarana 
lainnya. 

4. Veriɚer 
5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan 
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. Di dalam lingkungan kerja PT Daya Maju Lestari terdapat kepengurusan 
Serikat Pekerja dengan nama Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja 
Kehutanan Nawasena (SPKN). 

b. Diveriɚkasi PUK Serikat Pekerja Kehutanan Nawasena, telah tercatat sesuai 
dengan Surat Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai 
Barat Nomor : 500.15.12/2437/DTKT-BHI/XI/2024 tanggal 19 November 
2024 perihal tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/ serikat buruh dengan 
bukti pencatatan Nomor : 03/SP/SB/DISNAKERTRANS tanggal 19 
November 2024. Adapun susunan Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja 
Kehutanan Nawasena PT Daya Maju Lestari Kec. Mook Manaar Bulatn Kab. 
Kutai Barat sebagai berikut : 
- Ketua : Adhi Yudha Bhaskara 
- Wakil Ketua : Andy H Sibuea 
- Sekretaris : Assidiqi 
- Bendahara : Ria Dewi Astuti 
- Kepala Unit Organisasi : Rudi H Hutagalung 
- Kepala Unit Sosial : Faridil Kory 
- Kepala Unit Hukum : David Gultom 
- Kepala Unit Kesejahteraan : Herwansyah 

c. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT Daya Maju Lestari 
diperoleh informasi bahwa karyawan sudah mengetahui adanya serikat 
pekerja di lingkungan kerja perusahaan. 

5. Veriɚer 
5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: a. PT Daya Maju Lestari masih dalam proses penyusunan dokumen Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) antara PT Daya Maju Lestari dengan Serikat Pekerja 
Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kehutanan Nawasena, namun demikian 
PT Daya Maju Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang 
mengatur hak dan kewajiban antara karyawan/ pekerja dengan perusahaan. 
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b. PT Daya Maju Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 
tahun 2025 – 2027 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Direktur 
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
Nomor : KEP.4/HI.00.00/00.0000.241120018/P-1/III/2025 tanggal 5 Maret 
2025. PP PT Daya Maju Lestari telah dimuat dalam Buku Registrasi 
Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI q. 
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja Nomor : 241120018. PP berlaku selama 2 tahun terhitung mulai 
tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan 4 Maret 2027. 

6. Veriɚer 
5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justiɚkasi 

: Berdasarkan hasil veriɚkasi daftar karyawan PT DML dan Mitra Kerja PT DML, 
diketahui bahwa di lingkungan PT Daya Maju Lestari tidak mempekerjakan 
karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Jhody Pangaribuan 
dengan jabatan/ posisi sebagai Pengawas Harvesting yang lahir di Bona pada 
tanggal 2 Maret 2006 dan masuk pertama kerja pada tanggal 1 Oktober 2024, 
saat berusia 18 Tahun 7 bulan. 
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3. KESIMPULAN AUDIT 

1) Pemenuhan terhadap Standar Penilaian Kinerja PHL diberikan dengan predikat SEDANG, 
Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 71,43% dari nilai maksimum yang dapat dicapainya 
dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan indikatornya sebagai berikut :  

No. ASPEK 

INDIKATOR PHL 

Nomor  
Nilai  

Kinerja 
Nilai 

Kematangan 
Nilai 

Maksimum 

1. PRASYARAT 

1.1 BAIK 3 3 

1.2 SEDANG 2 3 

1.3 SEDANG 2 3 

1.4 BAIK 3 3 

1.5 SEDANG 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 BAIK 3 3 

2.2 SEDANG 2 3 

2.3 SEDANG 2 3 

2.4 BAIK 3 3 

2.5 SEDANG 2 3 

2.6 BAIK 3 3 

3. EKOLOGI 

3.1 SEDANG 2 3 

3.2 SEDANG 2 3 

3.3 SEDANG 2 3 

3.4 SEDANG 2 3 

3.5 SEDANG 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 BAIK 3 3 

4.2 SEDANG 2 3 

4.3 SEDANG 2 3 

4.4 SEDANG 2 3 

4.5 SEDANG 2 3 

Jumlah 48 63 

Total Nilai Kinerja Indikator 
48/63 x 100% = 76,19% 

SEDANG 

 

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, tidak 
terdapat verifier penyusun standar yang diterapkan (applicable), baik pada Prinsip 1, 2, 3, 4 
dan 5 yang diberikan nilai Tidak Memenuhi. 

3) Berdasarkan poin 1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT Daya Maju 
Lestari, LULUS audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) dengan predikat SEDANG. 

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier penyusun 
Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG. 
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4. PENGAMBILANKEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit penilikan ke-l PHL tanggal 7 - 14 Mei 2025, LPVI PT Trustindo
Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 2 Juni 2025 kepada PBPH
PT Daya Maju Lestari, bahwa :

1) PT Daya Maju Lestari dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 76,19olo;dan
- MEMENUHI StandarVLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Daya Maju Lestari dapat
dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan
predikat SEDANG.

Trustindo Prima Karya,L

,
rnia, IPU

Direktur
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